TINJAUAN HUKUM LELANG EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

(Studi Kasus Perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Tgl) by RACHMADSYAH, YUDI
0 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
TINJAUAN HUKUM LELANG EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN 
DALAM PERJANJIAN KREDIT  
(Studi Kasus Perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Tgl) 
 
 
 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna 
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum  
 
 
 
 
 
Oleh 
 
YUDI RACHMADSYAH 
NPM. 5116500223 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 
2019 
ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI  
 
JUDUL SKRIPSI 
 
TINJAUAN HUKUM LELANG EKSEKUSI JAMINAN HAK 
TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS 
PERKARA NOMOR 16/PDT.G/2019/PN.TGL) 
 
Disusun Oleh : 
 
YUDI RACHMADSYAH 
NPM.  5116500223 
 
 
Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Pacasakti Tegal : 
 
 
 Pembimbing I Pembimbing II 
 
 
 DR. H. SANUSI, S.H., M.H TONI HARYADI, S.H., M.H 
 NIDN. 0609086202 NIDN. 0020045801 
 
 
iii 
PENGESAHAN 
 
JUDUL SKRIPSI 
TINJAUAN HUKUM LELANG EKSEKUSI JAMINAN HAK 
TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS 
PERKARA NOMOR 16/PDT.G/2019/PN.TGL) 
 
Disusun Oleh : 
 
YUDI RACHMADSYAH 
NPM.  5116500223 
 
 
Telah diuji dan dipertahankan di hadapan Ujian Skripsi 
Fakultas Hukum Universitas Pansakti Tegal : 
Pada  : 
Tanggal  : 
 
 Penguji I Penguji II 
 
GUFRON IRAWAN, S.H., M.HUM. FAJAR DIAN ARYANI, S.H., M.H. 
 NIDN. 0605055502 NIDN. 0608087702 
 
 
 Pembimbing I Pembimbing II 
 
 DR. H. SANUSI, S.H., M.H TONI HARYADI, S.H., M.H  
 NIDN. 0609086202 NIDN. 0020045801  
 
Mengetahui 
Dekan, 
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal  
 
 
Dr. H. ACHMAD IRWAN HAMZANI, S.H.I, M.Ag 
NIDN. 0615067604 
iv 
HALAMAN PERNYATAAN  
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  :  Yudi Rachmadsyah 
NPM :  5116500223 
Tempat/Tanggal Lahir  : Medan, 11 Juni 1977 
Program Studi  : Ilmu Hukum 
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM LELANG EKSEKUSI JAMINAN 
HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT  
(Studi Kasus Perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Tgl) 
Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis 
sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang 
lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis 
bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.  
Demikian surat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya. 
 
 
 Tegal,    Oktober 2019 
 Yang membuat pernyataan, 
 
 
 
 
 
 Yudi Rachmadsyah 
 
 
v 
ABSTRAK  
 
Rachmadsyah, Yudi. Tinjauan Hukum Lelang Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan 
Dalam Perjanjian Kredit  (Studi Kasus Perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Tgl). 
Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti 
Tegal. 2019. 
Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan berawal dari perjanjian kredit yang 
menimbulkan adanya jaminan yang dibebani hak tanggungan bertujuan agar apabila 
debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya maka kreditur dapat mendapatkan 
pelunasannya dari hasil penjualan jaminan yang dibebani hak tanggungan tersebut. 
Namun pelaksanaan lelang tidak selalu berjalan sederhana dan banyak mengalami 
kendala. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan lelang eksekusi 
jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dengan kreditur Bank Central Asia 
pada Perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Tgl, (2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan 
hakim yang menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi atas objek sengketa pada Perkara 
Nomor 16/Pdt.G/2019/ PN.Tgl. adalah sah menurut hukum dan tidak bisa dimintakan 
pembatalan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) 
dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data utama yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi 
kepustakaan dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
kualitatif dianalisa secara normatif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Pelaksanaan lelang eksekusi jaminan hak 
tanggungan dalam perjanjian kredit dengan kreditur Bank Central Asia pada Perkara 
Nomor 16/Pdt.G/2019/ PN.Tgl. sudah dilaksanakan dengan secara baik dengan Risalah 
Lelang Nomor 633/41/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat 
Lelang: Mohammad Ibrahim, S.E., sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak 
dapat dibatalkan; 2) Dasar pertimbangan hakim yang menyatakan pelaksanaan lelang 
eksekusi atas objek sengketa pada Perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Tgl. adalah sah 
menurut hukum dan tidak bisa dimintakan pembatalan, yaitu Pasal 163 HIR Jo pasal 
283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman), dan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di 
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 
Kata Kunci: Lelang Eksekusi, Jaminan Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit. 
vi 
ABSTRACT 
 
Rachmadsyah, Yudi. Legal Review of Mortgage Rights Guarantee Auction Execution 
in Credit Agreement (Case Study Number 16/Pdt.G/2019/PN.Tgl). Skripsi. Tegal: Law 
Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019. 
 
The auction for execution of mortgage rights begins with a credit agreement that 
gives rise to collateral that is encumbered with mortgage rights so that if the debtor fails 
to meet his obligations, the creditor can get the repayment from the proceeds of the 
collateral sale. However, the auction is not always simple and has many obstacles. 
This study aims: (1) To find out the implementation of the auction execution 
guarantee rights in the credit agreement with the creditors of Bank Central Asia in Case 
Number 16/Pdt.G/2019/PN.Tgl, (2) To find out the basis of the judge's consideration 
that states the implementation of the auction execution of the object of dispute in Case 
Number 16/Pdt.G/2019/PN.Tgl is lawful and cannot be called for cancellation. This 
type of research is library research with a normative legal research approach. The main 
data source used in this research is secondary data with the method of collecting 
literature and documentation study data. Data analysis method used is a qualitative 
method that is analyzed normatively qualitatively. 
The results of this study indicate: 1) The implementation of the auction 
execution guarantee rights in the credit agreement with the creditors of Bank Central 
Asia in Case Number 16/Pdt.G/2019/PN.Tgl. has been carried out properly with the 
Minutes of Auction Number 633/41/2017 dated December 12, 2017 issued by the 
Auction Officer: Mohammad Ibrahim, S.E., in accordance with applicable regulations 
and cannot be canceled; 2) The basis of the judge's consideration that states the 
execution of the auction of the object of dispute in Case Number 16/Pdt.G/2019/ 
PN.Tgl. is legal according to the law and cancellation cannot be requested, namely 
Article 163 HIR Jo article 283 RBg Jo Article 1865 Civil Code, Article 5 of Law 
Number: 48 of 2009 concerning Judicial Power), and Article 6 jo of Article 20 
paragraph (1) of the Law Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. 
Based on the results of this study are expected to be material information and input for 
students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, 
University of Pancasakti Tegal. 
 
Keywords: Execution Auction, Mortgage Guarantee, Credit Agreement. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah  
Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa salah 
satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan 
kesejahteraan umum. Kemudian dalam pokok pikiran kedua dinyatakan bahwa 
negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi 
negara menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan hidup adil dan sejahtera, 
namun terkadang yang menjadi persoalan ialah kebutuhan yang ingin dibeli tidak 
dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki.1 
Seseorang yang membutuhkan dana yang relatif kecil tidak begitu menjadi 
masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari 
pinjaman tetangga, rentenir, tengkulak, tukang ijon sampai pinjaman dari lembaga 
keuangan lainnya. Namun adanya rentenir, tukang ijon dan tengkulak merupakan 
lembaga keuangan yang meminjamkan uang dengan praktek riba, dimana praktek 
riba adalah pekerjaan meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman 
sangat tinggi yang banyak merugikan masyarakat.  
Usaha pemerintah menjawab keluh kesah masyarakat Indonesia terhadap 
praktek-praktek yang merugikan masyarakat itu, pemerintah membentuk Lembaga 
Keuangan Bank. Lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa 
pembiayaan investasi perusahaan, namun juga berkembang menjadi pembiayaan 
                                                  
1 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnnya, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 230. 
  
2 
untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja dan jasa lainnya.2 Bank dapat 
dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara, karena peran perbankan 
sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Kemajuan suatu bank disuatu 
negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Pada 
negara berkembang seperti Indonesia, kegiatan bank terutama dalam pemberian 
kredit merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan utama sehingga 
pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan paling 
besar dibandingkan dengan pendapatan dari jasa-jasa diluar bunga kredit yang biasa 
disebut fee based income.3 
Dewasa ini hampir tidak ada satu kehidupan ekonomi yang tidak 
bersentuhan dengan bank, khususnya yang berkenaan dengan pendanaan usaha di 
bidang industri, perdagangan, bahkan di bidang kehidupan rumah tangga biasa.4 
Meningkatnya laju perekonomian menimbulkan tumbuh dan berkembangnya usaha 
yang dilakukan oleh masyarakat yang berupaya menambah modal usahanya dengan 
cara melakukan pinjaman atau kredit langsung dengan perbankan. Salah satu kredit 
yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah kredit dengan Hak Tanggungan.  
Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
menyebutkan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
                                                  
2 Arthesa, Ade & Handiman, Edia, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank, Jakarta: Indeks 
Kelompok Gramedia, 2006, hlm. 7. 
3 Simorangkir, O.P, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank, Ciawi: Ghalia 
Indonesia, 2004, hlm. 2. 
4 Suhardi, Gunarto, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 2003, 
hlm. 75. 
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meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 
Pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, oleh karena itu 
Bank memberikan pinjaman kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika merasa 
yakin nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dalam memberikan kredit 
yang telah diterimanya. 
Keyakinan bank tersebut didasarkan atas hasil analisis yang mendalam 
tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar 
utangnya pada bank. Itikad baik nasabah diperoleh bank dari data-data yang 
disampaikan oleh nasabah dalam permohonan kreditnya. Untuk memperoleh 
keyakinan tersebut maka dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, 
agunan dan prospek usaha debitur. Dalam dunia perbankan kelima factor yang 
dinilai tersebut dikenal dengan sebutan the five of credit analysis.5  
Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko, 
sehingga dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang 
harus diperhatikan oleh bank adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan 
prospek usaha dari para calon debitor, yang dikenal dengan “the five C of credit 
analysis” atau di kenal dengan prinsip 5C’s.6 Pada prinsipnya konsep 5C’s ini akan 
dapat memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar 
debitor dalam melunasi kembali pinjaman berikut dengan bunga dan beban lainnya.7 
                                                  
5 Supramono, G., Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 158. 
6 Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Perbankan Di Indonesia, Jakarta: 
Gramedia Pustaka, 2001, hlm. 246. 
7 Ibid., hlm. 246.  
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Prinsip-prinsip penilaian kredit analisis 5C’s, tersebut meliputi: character, capacity 
(capability), capital, collateral, dan condition.8 
Collateral atau jaminan merupakan salah satu aspek penting yang dapat 
memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul dalam pemberian 
kredit oleh bank. Bank memperoleh kepastian pengembalian kredit yang telah 
diberikan ke debitornya jika mereka wanprestasi melalui pemberian jaminan oleh 
debitor. Jaminan yang diberikan debitor dapat berupa barang (benda) sehingga 
merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga 
merupakan jaminan perorangan. Kewajiban untuk menyerahkan jaminan oleh pihak 
debitor dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan di antara 
pihak-pihak yang melakukan pinjam-meminjam uang.9 
Jaminan ini untuk memberikan perlindungan bagi kreditur apabila terjadi 
wanprestasi atau cidera janji. Perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit bank, 
biasanya menggunakan lembaga Hak Tanggungan sebagai jaminan atas kredit dari 
Debitur. Hak Tanggungan itu sendiri adalah hak jaminan untuk pelunasan utang, 
dimana utang yang dijamin harus suatu utang tertentu.  
Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan 
Tanah atau yang disebut UUHT, bahwa yang dimaksud dengan hak tanggungan 
adalah hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, 
yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan 
                                                  
8 Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 
2013, hlm. 92. 
9 Bahsan, M., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2017, hlm. 2. 
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kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut 
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan 
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur 
tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. 
Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok (prinsipal) yang bersifat riel.10 
Pada asasnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan, karena sesuai 
dengan Pasal 1131 KUH Perdata bahwa “setiap kebendaan milik debitur baik yang 
bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan 
ada dikemudian hari menjadi tanggungan atas utang-utangnya.” Ketika seorang 
debitur cedera janji (wanprestasi), maka jaminan yang dimiliki oleh debitur harus 
dieksekusi oleh kreditur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud 
dengan eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim, pelaksanaan hukuman 
peradilan atau penjualan harta orang tua karena berdasarkan penyertaan.11 
Kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai kedudukan istimewa 
dibanding dengan kreditur-kreditur lainnya. Artinya bahwa manakala terjadi 
wanprestasi dari debiturnya secara nyata, maka kreditur pemegang hak tanggungan 
pertama berhak melakukan penjualan melalui pelelangan umum terhadap obyek 
benda jaminan debitur. Penjualan melalui pelelangan atas obyek benda jaminan 
harus melalui prosedural peraturan perundang undangan berlaku. Menurut ST. 
Remy Sjahdeini menegaskan bahwa menurut Pasal 6 UUHT, apabila debitur cidera 
                                                  
10  Eri S., Martha, Analisis Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Parate Eksekusi dan 
Perlindungan Hukumnya bagi Kreditur (Studi Kasus pada BMT dan BPR Syariah di Ponorogo), Jurnal 
Justitia Islamica, Vol.11, No.1, Januari-Juni, 2014, hlm. 122. 
11 Fitki, Ananda, Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Executie dan Eksekusi 
Melalui Grosse Akta, Jurnal Repertorium, Vol. II, No. 2, Juli-Desember, 2015, hlm. 52. 
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janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak 
tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil pejualan tersebut.12 
Ketentuan di atas, menegaskan bahwa hak tanggungan pada dasarnya hanya 
dibebankan kepada hak atas tanah dan juga sering kali terdapat benda-benda di 
atasnya bisa berupa bangunan, tanaman dan hasil-hasil lainnya yang secara tetap 
merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan. Hak tanggungan 
atas tanah yang diatur dalam UUHT menjadi kuat kedudukannya dalam hukum 
jaminan mengenai tanah. Manfaat adanya hak tanggungan adalah memberi 
kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur 
lain.  
Debitur yang telah membuat suatu perjanjian kepada kreditur dengan 
ditandatanganinya Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat di hadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan didaftarkan di Kantor Pertanahan. Suatu 
keadaan dimana debitor tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang 
telah dijanjikannya, karena kesalahannya dan ia telah ditegur, maka eksekusi Hak 
Tanggungan dapat dilakukan. Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan berawal 
dari perjanjian kredit yang menimbulkan adanya jaminan yang dibebani hak 
tanggungan bertujuan agar apabila debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya 
maka kreditur dapat mendapatkan pelunasannya dari hasil penjualan jaminan yang 
dibebani hak tanggungan tersebut. Namun pelaksanaan lelang tidak selalu berjalan 
sederhana dan banyak mengalami kendala.  
                                                  
12  Kurniawan A., Tri, Kajian Yuridis Terhadap Parate Eksekusi Objek Jaminan dalam 
Perjanjian Hak Tanggungan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 4, (2016), hlm. 3. 
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Pendaftaran hak tanggungan ini diperlukan karena hak tanggungan lahir 
pada tanggal buku tanah hak tanggungan (Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Hak 
Tanggungan). Yang mana tanggal buku tanah hak tanggungan adalah tanggal hari 
ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi 
pendaftarannya (Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan). Ini berarti 
pemberian Hak Tanggungan dan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan 
(APHT) dapat dilakukan dalam keadaan tanah yang dijadikan obyek Hak 
Tanggungan belum bersertipikat. Permohonan pendaftaran atas tanah tersebut 
diajukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran Hak Tanggungan yang 
bersangkutan. Dengan demikian pembuatan APHT tidak perlu menunggu sampai 
hak atas tanah yang dijadikan jaminan bersertipikat atas nama pemberi Hak 
Tanggungan.  
Jadi, jika atas jaminan tersebut tidak dibuatkan Akta Pembebanan Hak 
Tanggungan, maka objek jaminan tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai objek 
jaminan hak tanggungan. Jika tidak didaftarkan, maka hak tanggungan tersebut 
tidak pernah lahir/tidak pernah ada. Jika jaminan hak tanggungan tersebut tidak 
pernah lahir, maka kreditur tidak berkedudukan sebagai kreditur yang didahulukan 
(kreditur separatis) untuk mendapatkan pelunasan utang debitur. Sehingga sebagai 
konsekuensinya pelaksanaan lelang atas hak tanggungan yang dalam kondisi seperti 
ini tidak dapat dilakukan. 
Lelang eksekusi hak tanggungan dilaksanakan atas dasar adanya 
permohonan dari pihak kreditur kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan 
Lelang (KPKNL) karena debitur tidak mematuhi somasi yang disampaikan oleh 
kreditur maka kreditur berhak untuk melakukan lelang eksekusi terhadap jaminan 
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pada perjanjian antara pihak kreditur dan debitur yaitu dengan objek hak 
tanggungan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan 
penulisan yang membahas lebih mendalam terkait lelang eksekusi hak tanggungan 
yang akan penulis tuangkan dalam bentuk Skripsi berjudul ”Tinjauan Hukum 
Lelang Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus 
Perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Tgl.” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan lelang eksekusi jaminan hak tanggungan dalam 
perjanjian kredit dengan kreditur Bank Central Asia pada Perkara Nomor 
16/Pdt.G/2019/PN.Tgl.? 
2. Apa dasar pertimbangan hakim yang menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi 
atas objek sengketa pada Perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Tgl. adalah sah 
menurut hukum dan tidak bisa dimintakan pembatalan? 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 
melalui penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang eksekusi jaminan hak tanggungan dalam 
perjanjian kredit dengan kreditur Bank Central Asia pada Perkara Nomor 
16/Pdt.G/2019/PN.Tgl. 
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2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang menyatakan pelaksanaan 
lelang eksekusi atas objek sengketa pada Perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/ 
PN.Tgl. adalah sah menurut hukum dan tidak bisa dimintakan pembatalan. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 
dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:  
1. Secara Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu 
pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, serta 
menambah pengetahuan ilmu hukum di bidang hukum jaminan tentang eksekusi 
hak tanggungan sebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi 
kepentingan kreditur.  
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 
sangat berharga bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu 
pemberi kredit (kreditur), penerima kredit (debitur) dan pemenang lelang barang 
jaminan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam 
melaksanakan lelang eksekusi jaminan kebendaan dengan obyek hak 
tanggungan serta hambatan-hambatannya. Bagi kalangan perbankan, baik 
perbankan pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi 
penentuan prosedur eksekusi obyek hak tanggungan yang mempunyai dasar 
hukum kuat, sehingga dapat mencegah atau paling tidak mengurangi munculnya 
risiko yuridis. Bagi kalangan praktisi hukum (hakim, advokat/pengacara 
maupun konsultan hukum) hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan 
dalam menjalankan profesi mereka masing-masing. 
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E. Tinjauan Pustaka  
Ngadenan (2010) Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Konsekuensi Jaminan 
Kredit Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur Di Mungkid. Jurnal 
Law reform, April 2010. Vol. 5. No. 1: 118-135. Metode pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang ditunjang dengan 
pendekatan empiris, jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Dalam penulisan 
tesis ini penulis menggunakan data sekunder.  
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa eksekusi hak tanggungan atas tanah 
dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah merupakan salah satu cara 
bagi kreditur untuk memperoleh perlindungan hukum, sehingga melalui eksekusi 
hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah benar-
benar dapat memberikan jaminan kepada Kreditur untuk memperoleh kembali 
piutangnya jika Debitur cidera janji (wanprestasi). Kendala-kendala dalam eksekusi 
hak tanggungan adalah meliputi hambatan yuridis dan non yuridis, sehingga 
eksekusi hak tanggungan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Upaya 
pemecahan hambatan yuridis dilakukan menurut ketentuan hukum yang ada, 
sedangkan untuk hambatan non yuridis upaya pemecahannya dengan melakukan 
koordinasi antara pihak-pihak terkait dan menambah aparat keamanan. 
Dianawati, Catur Budi (2017) Kajian Hukum Jaminan Hak Tanggungan 
Yang Dilelang Tanpa Proses Permohonan Lelang Eksekusi Ke Ketua Pengadilan 
Negeri, Jurnal Unissula, Vol. 4 No. 2 Juni 2017: 125-132. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini diadopsi dari pendekatan empiris yuridis (penelitian hukum 
empiris). Itu data yang dikumpulkan diproses dan diverifikasi menggunakan analisis 
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deskriptif yang sering dimaksudkan untuk penelitian untuk manusia, kondisi dan 
fenomena lainnya. 
Berdasarkan hasil dalam penelitian ini dan hasil dari diskusi tentang 
prosedur pelelangan umum terhadap jaminan hak hipotek sesuai dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak hipotek atas tanah dan hal-hal yang 
berkaitan dengan hal itu diatur dalam ketentuan pasal 26. Diamati selama tidak ada 
aturan perundang-undangan secara khusus mengatur pelaksanaan hak hipotek, 
prosedur pelaksanaan ini harus mematuhi eksekusi hipotesis sebagaimana diatur 
dalam pasal 224 dalam Peraturan Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene 
Reglement Indonesisch/HIR). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan atas tanah dan hal-hal yang berkaitan dengan itu di mana 
ia memberi hak kepada kreditor memegang hak hipotek pertama untuk menjual 
objek pada miliknya kekuatan sendiri, jika debitur melanggar komitmen, menjadi 
alasan mengapa mereka melelang jaminan tentang hak tanpa mengusulkan izin 
lelang kepada Ketua Pengadilan Distrik. Hukum konsekuensi terhadap jaminan hak 
hipotek yang dilelang tanpa mengalami proses mengajukan izin lelang kepada 
Ketua Pengadilan Negeri adalah batal demi hukum. 
Nurjannah, St. (2018) Eksistensi Hak Tanggungan Sebagai Lembaga 
Jaminan Hak Atas Tanah (Tinjauan Filosofis), Jurisprudentie | Volume 5 Nomor 1 
Juni 2018: 195-205. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak 
atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Keberadaan lembaga jaminan (hak 
tanggungan) sangat menunjang dalam era pembangunan ekonomi, terutama dari 
pengusaha yang membutuhkan kredit untuk pengembangan usahanya. 
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Perkembangan ekonomi dan perdagangan yang diikuti oleh perkembangan 
kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi 
keamanan pemberian kredit.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa keberadaan lembaga jaminan (hak 
tanggungan) sangat menunjang dalam era pembangunan ekonomi, terutama dari 
pengusaha yang membutuhkan kredit untuk pengembangan usahanya. 
Perkembangan ekonomi dan perdagangan yang diikuti oleh perkembangan 
kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi 
keamanan pemberian kredit. Oleh karena itu keberadaan hak tanggungan sebagai 
lembaga jaminan hak sangat mendukung, apalagi dengan masuknya investor asing 
ke Indonesia serta terbukanya kemungkinan bagi WNA/badan hukum asing untuk 
mendapat hak pakai atas tanah Negara dan menjadikannya sebagai jaminan untuk 
memperoleh modal/kredit di Indonesia guna menunjang kegiatan perekonomian di 
Indonesia. 
 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (library 
research) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya 
diperoleh melalui penelurusan dokumen terkait eksekusi jaminan hak tanggungan. 
Penulis juga meneliti bahan-bahan hukum sekunder untuk mengetahui hukum 
lelang eksekusi jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya dalam kasus perkara nomor 
16/Pdt.G/2019/PN.Tgl. 
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2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah penelitian hukum normatif, yaitu meninjau permasalahan hukum secara 
normatif terkait dengan lelang eksekusi jaminan hak tanggungan dalam perjanjian 
kredit pada kasus perkara nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Tgl. Penelitian ini merupakan 
penerapan hukum terhadap konflik hukum yang diselesaikan melalui pengadilan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang 
dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum yang berlaku dengan penerapan 
putusan hakim dalam perkara nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Tgl. Penelitian ini 
dilakukan menganalisis dokumen yang berupu putusan sebagai data utamanya, 
didukung data sekunder terdiri dari bahan ukum primer dan bahan hukum sekunder. 
3. Sumber Data  
Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Data sekunder penelitian ini dikelompokan menjadi bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni bahan pustaka yang 
berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang 
fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Bahan hukum sekunder yaitu 
bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.13  
Metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah 
metode studi kepustakaan dan dokumen untuk melengkapi data yang ada. Data 
sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: 
                                                  
13 Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 
2013, hlm. 29. 
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a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa 
undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk 
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.14 Bahan hukum primer bersumber 
dari hukum positif dan isinya mempunyai kekuatan mengikat terhadap 
masyarakat. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan 
keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung 
dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku 
jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan 
buku-buku hukum.15  
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan dan dokumen. 
Penelitian disamping menggunakan metode yang tepat juga perlu memiliki teknik 
dan alat pengumpulan data yang relevan, maka penelitian ini nantinya akan 
menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Dokumentasi, adalah cara pengumpulan data dengan melalui benda-benda, 
majalah-majalah, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat serta 
catatan harian. Peneliti memperoleh dokumen dari Pengadilan Negeri Tegal 
berupa putusan hakim.  
b. Studi Kepustakaan, merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara mempelajari data-data sekunder, buku-buku atau literatur serta peraturan 
                                                  
14 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005, hlm. 
142. 
15 Ibid., hlm. 36. 
  
15 
perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai tambahan dalam penulisan 
skripsi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Membaca, mengkaji 
dan mempelajari buku-uku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, 
jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan 
menunjang penelitian. 
5. Metode Analisis Data 
Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga 
mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
kualitatif, merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam 
penelitian bukan dalam angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan 
analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka. 
Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu 
dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan 
norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok 
permasalahan. Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan 
dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-
data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan 
untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan 
pekerjaan analisis dan konstruksi.16  
Analisis dilakukan dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari 
suatu permasalahan yang diteliti dan juga analisis hukum yaitu menganalisis dengan 
                                                  
16  Ibid., hlm. 251-252. 
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menggunakan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan-
permasalahan yang diteliti 
 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan 
sistematika penulisan hukum sebagai berikut: 
Bab I: Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, 
sistematika penulisan. 
Bab II: Tinjauan Konseptual. Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan tentang 
perjanjian antara lain pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-
asas perjanjian, dan syarat sahnya perjanjian; tinjauan tentang perjanjian 
kredit antara lain pengertian perjanjian kredit, jenis-jenis perjanjian kredit, 
dan sistem pemberian kredit; tinjauan tentang jaminan kredit antara lain 
pengertian jaminan, macam-macam jaminan, dan jaminan kredit; tinjauan 
tentang hak tanggungan antara lain pengertian hak tanggungan, objek hak 
tanggungan, pemberi dan pemegang hak tanggungan, dan eksekusi hak 
tanggungan; tinjauan tentang lelang antara lain pengertian lelang, dan 
pembatalan risalah lelang.  
Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Pembahasan hasil penelitian meliputi 
Pelaksanaan Lelang Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Perjanjian Kredit 
dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pelaksanaan Lelang 
Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Perjanjian Kredit Pada Perkara Nomor 
16/Pdt.G/2019/ PN.Tgl. 
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Bab IV : Penutup. Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan 
saran dari penulis yang didasarkan hasil penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL  
 
A. Tinjauan tentang Perjanjian  
1. Pengertian Perjanjian  
Pendapat para ilmuwan banyak mendefinisikan pengertian perjanjian dalam 
ilmu hukum perdata. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 
seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling 
berjanji untuk melaksanakan suatu hal.17 R. Subekti, menyatakan bahwa perjanjian 
adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang 
itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.18 
Menurut M. Yahya Harahap, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum 
kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu 
pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk 
melaksanakan prestasi.19 Pengertian tersebut menegaskan tentang hubungan hak 
dan juga kewajiban bagi orang yang melaksanakan perjanjian. Jadi, ketika 
melakukan suatu perjanjian, ada hak dan kewajiban yang melekat masing-masing 
pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana. Sedangkan 
dari pengetian R. Subekti perjanjian tersebut berisi janji kepada orang lain untuk 
melaksanakan suatu, dimana janji itu harus ditepati. 
                                                  
17  Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004,  hlm. 
2. 
18  Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1. 
19  Ibid., hlm. 2. 
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Pengertian perjanjian juga dapat ditemukan dalam peraturan hukum, yaitu 
KUH Perdata Indonesia mengartikan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah 
suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 
satu orang atau lebih. Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia menjelaskan 
istilah perjanjian yang atau persetujuan (contract or agreement) yang memiliki 
maksud sama dengan perngertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang 
berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu.20 
Rumusan dalam Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan kembali bahwa 
perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.21 
Menurut Gunawan Widjaja dalam buku perikatan yang lahir dari perjanjian 
menyebutkan perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Artinya, perjanjian 
melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak 
dalam perjanjian.22 Kewajiban yang dibebankan debitor dalam perjanjian, 
memberikan hak pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan 
prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.23 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian adalah suatu 
peristiwa dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada orang lain, 
perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu 
                                                  
20  Miru, Ahmad, Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2008, hlm. 2. Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008, hlm. 328. 
21  Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: 
Rajawali Pers, 2014, hlm. 92. 
22  Widjaja, Gunawan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2014, hlm. 91. 
23  Ibid., hlm. 91. 
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berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam 
bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu akan lebih 
berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.  
2. Unsur-Unsur Perjanjian  
Adanya perjanjian, akan timbul suatu hubungan hukum di mana pihak yang 
satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya, begitu pula sebaliknya. 
Hubungan hukum yang demikian ini disebut dengan perikatan. Perjanjian akan 
menimbulkan suatu perikatan, atau dengan kata lain perjanjian merupakan salah 
satu sumber perikatan.  
Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata, sumber perikatan adalah perjanjian 
dan undang-undang. Perikatan dan perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH 
Perdata. Dari perumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan unsur perjanjian 
sebagai berikut:  
a. Adanya pihak-pihak, pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian ini disebut 
sebagai subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa manusia pribadi atau 
juga badan hukum. Subyek perjanjian harus mampu atau wenang dalam 
melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang. 
Subyek hukum dapat dalam kedudukan pasif atau sebagai debitur atau dalam 
kedudukan yang aktif atau sebagai kreditur.  
b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak, persetujuan di sini bersifat tetap, dalam 
arti bukan baru dalam tahap berunding. Perundingan itu sendiri adalah 
merupakan tindakantindakan pendahuluan untuk menuju kepada adanya 
persetujuan.  
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c. Adanya tujuan yang akan dicapai, tujuan mengadakan perjanjian terutama guna 
memenuhi kebutuhan pihak-pihak dan kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi 
jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain.  
d. Adanya prestasi yang akan dilangsungkan, bila telah ada persetujuan, maka 
dengan sendirinya akan timbul suatu kewajiban untuk melaksanakannya.  
e. Adanya bentuk tertentu, dalam suatu perjanjian bentuk itu sangat penting, 
karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu maka 
perjanjian mempunyai kekuatan mengikat sebagai bukti.  
f. Adanya syarat tertentu, mengenai syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi dari 
perjanjian, karena dengan syarat-syarat itulah dapat diketahui adanya hak dan 
kewajiban dari pihak-pihak.  
Jika semua unsur yang ada tadi dihubungkan dengan ketentuan syarat 
sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) maka dapat disimpulkan:  
a. Syarat adanya persetujuan kehendak diantara pihak-pihak dapat meliputi unsur-
unsur persetujuan, syarat-syarat tertentu dan bentuk-bentuk tertentu.  
b. Syarat kecakapan pihak-pihak meliputi unsur-unsur dari pihak-pihak yang ada 
dalam perjanjian.  
c. Adanya hal tertentu sebagai pokok perjanjian, sebagai obyek perjanjian, baik 
berupa benda maupun jasa, serta obyek dapat berwujud dan tak berwujud.  
d. Adanya kausa yang halal, yang mendasari perjanjian itu sendiri meliputi unsur 
tujuan yang akan dicapai.  
Subyek perjanjian dengan sendirinya sama dengan subyek perikatan yaitu 
kreditur dan debitur yang merupakan subyek aktif dan subyek pasif. Adapun 
kreditur maupun debitor tersebut dapat orang perseorangan maupun dalam bentuk 
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badan hukum. KUH Perdata membedakan dalam tiga golongan untuk berlakunya 
perjanjian: 
  
a. Perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.  
b. Perjanjian berlaku bagi ahli waris dan mereka yang mendapat hak.  
c. Perjanjian berlaku bagi pihak ketiga.  
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). 
Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:  
a. Perbuatan. Kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat 
jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena 
perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang 
memperjanjikan.  
b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu 
perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan 
saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut 
adalah orang atau badan hukum 
c. Mengikatkan dirinya. Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan 
oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat 
kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.  
Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, 
penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis 
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yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.24 Dalam melaksanakan suatu 
perjanjian yang menjadi sasaran pokok suatu perjanjian atau persetujuan adalah 
prestasi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, prestasi dapat 
berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. 
3. Asas-Asas Perjanjian 
Asas hukum itu umumnya tidak berwujud peraturan hukum yang konkrit, 
tetapi merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif. Oleh karena itu 
maka asas hukum tersebut bersifat umumatau abstrak. Di dalam hukum kontrak 
dikenal lima asas penting, yaitu:  
a. Asas kebebasan berkontrak, dapat dianalisa dari ketentuan Pasal 1338 ayat 1, 
KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan 
berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak: 
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian 
2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun 
3) Menentukan isi prjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan 
4) Menentukan bentuknya perjanjian 
b. Asas konsensualisme, dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata ayat 
(1), dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu 
adanya kesepakatan kedua belah pihak. 
                                                  
24 Salim, H.S., dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta: 
Sinar Grafika, 2007, hlm. 124. 
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c. Asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), disebut juga dengan asas 
kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Dalam asas 
ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat 
oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak 
boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang di buat oleh para 
pihak. Sebagaimana disimpulkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang 
berbunyi perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. 
d. Asas iktikad baik, dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, 
yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas ini 
merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditor dan debitor harus 
melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang 
teguh atau kemauan baik dari para pihak. 
e. Asas kepribadian, merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang 
akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan 
saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 
KUH Perdata berbunyi: pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan 
perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Sedangkan Pasal 1340 
KUH Perdata berbunyi perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang 
membuatnya. Namun, ketentuan ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang 
diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi dapat pula perjanjian 
diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat diri 
sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat 
semacam itu. Artinya dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak 
ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. 
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f. Asas kesetaraan, asas ini menempatkan para pihak di dalam derajat yang sama, 
tidak ada perbedaan, meskipun memiliki perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, 
kekuasaan, jabatan, dan lainnya. Masing-masing pihak wajib melihat adanya 
persamaan ini dan mengharuskan keduapihak untuk menghormati satu sama lain 
sebagai manusia ciptaan Tuhan. Asas ini dimaksudkan agar perjanjian dapat 
memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak. Karena perjanjian pada 
hakekatnya adalah sebuah kerjasama bisnis untuk tujuan tertentu dan diantara 
pihak yang terikat harus mempunyai kepentingan dan posisi yang wajar.25 
4. Syarat Sahnya Perjanjian  
Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat 
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akan 
tetapi, hal tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa untuk 
sahnya suatu perjanjian, maka diperlukan empat syarat, yaitu: 
a.  Sepakat mereka yang mengikatkan diri; 
b.  Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 
c.  Suatu hal tertentu; 
d.  Sesuatu sebab yang halal. 
Perjanjian baru dapat dikatakan sah jika telah dipenuhi semua ketentuan 
yang telah diatur dalam undang-undang tersebut di atas. Pernyataan sepakat mereka 
yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian digolongkan 
ke dalam syarat subjektif atau syarat mengenai orang yang melakukan perjanjian, 
sedangkan tentang suatu hal tertentu dan sebab yang halal digolongkan ke dalam 
                                                  
25 Simanjutak, Tagor, Draft Surat Perjanjian Segala Urusan, Yogyakarta: Aksara Sukses, 2014, 
hlm. 6. 
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syarat objektif atau benda yang dijadikan objek perjanjian. Hal-hal tersebut 
merupakan unsur-unsur penting dalam mengadakan perjanjian.  
a. Kesepakatan mereka yang mengikat diri 
Syarat pertama dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan. 
Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau 
lebih dengan pihak lainnya.26 Sepakat maksudnya adalah bahwa dua belah pihak 
yang mengadakan perjanjian, dengan kata lain mereka saling menghendaki 
sesuatu secara timbal balik. Adanya kemauan atas kesesuaian kehendak oleh 
kedua belah pihak yang membuat perjanjian, jadi tidak boleh hanya karena 
kemauan satu pihak saja, ataupun terjadinya kesepakatan oleh karena tekanan 
salah satu pihak yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.  
Kesepakatan itu artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun, 
betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak. Berpedoman kepada ketentuan 
Pasal 1321 KUH Perdata bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu 
diberikan karena: 1) kekhilafan atau kekeliruan (dwaling), 2) 
pemerasan/paksaan (dwang), dan 3) penipuan (bedrog). 
Unsur kekhilafan/kekeliruan dibagi dalam dua bagian, yakni kekhilafan 
mengenai orangnya dinamakan error in persona. Dan kekhilafan barangnya 
dinamakan error in substansia. Mengenai kekhilafan/kekeliruan yang dapat 
dibatalkan, harus mengenai intisari pokok perjanjian. Jadi harus mengenai objek 
atau prestasi yang dikehendaki. Sedangkan kekhilafan/kekeliruan mengenai 
orangnya tidak menyebabkan perjanjian dapat batal (Pasal 1322 KUH Perdata). 
                                                  
26  Salim, H.S., Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 
2005, hlm. 23. 
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Paksaan (dwang) terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia 
takut pada suatu ancaman. Dalam hal ini paksaan tersebut harus benar-benar 
menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan, misalnya ia akan 
dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian 
(Pasal 1324 KUH Perdata). Mengenai pengertian penipuan (bedrog) ini terjadi 
apabila menggunakan perbuatan secara muslihat sehingga pada pihak lain 
menimbulkan suatu gambaran yang tidak jelas dan benar mengenai suatu hal. 
Untuk mengatakan terjadi suatu penipuan, maka harus ada kompleks dari 
muslihat-muslihat itu. 
b. Kecakapan para pihak pembuat perjanjian 
Subjek untuk melakukan perjanjian harus cakap (bekwaam) merupakan 
syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah 
dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-
undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Subjek hukum terbagi dua, 
yaitu manusia dan badan hukum. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata “setiap 
orang adalah cakap untuk mebuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak 
dinyatakan cakap”. Jadi menurut ketentuan pasal ini, semua orang dianggap 
mampu atau cakap untuk mengikatkan diri dalam suatu persetujuan. Hal ini 
memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan hukum 
yang dinyatakan oleh undang-undang.  
Kecakapan bertindak atau cakap hukum sudah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah kecakapan atau kemampuan untuk 
melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan 
menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian 
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haruslah orang-orang yang cakap dan yang mempunyai wewenang untuk 
melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. 
Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum 
adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan 
perbuatan hukum adalah anak di bawah umur, orang yang ditaruh dibawah 
pengampuan, dan istri. Akan tetapi dalam perkembangannya, istri dapat 
melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963.27 Tegasnya syarat 
kecakapan untuk membuat perjanjian mengandung kesadaran melindungi baik 
bagi dirinya maupun hubungannya keselamatan keluarganya.  
c. Suatu hal tertentu  
Objek perjanjian yang dimaksud disini adalah yang diatur di dalam Pasal 
1332 sampai dengan 1334 KUH Perdata. Objek perjanjian yang dapat 
dikategorikan dalam pasal tersebut: 
1) Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan 
dapat dihitung. 
2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk 
kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian.28 
Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek 
suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata “barang yang menjadi objek 
suatu perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, 
                                                  
27  Salim, H.S., Ibid, hlm. 24. 
28  Raharjo, Handri, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta: Buku Kita, 2009, hlm. 57. 
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sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat 
dihitung atau ditentukan”.  
Sebelumnya dalam Pasal 1332 KUH Perdata dikatakan bahwa hanya 
barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok 
persetujuan. Dengan demikian barang-barang di luar perdagangan tidak dapat 
menjadi objek perjanjian, misalnya, barang-barang yang dipergunakan untuk 
keperluan orang banyak, seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung 
umum dan udara. Dengan demikian perjanjian yang objeknya tidak tertentu atau 
jenisnya tidak tertentu maka dengan sendirinya perjanjian itu tidak sah. Objek 
merupakan syarat yang mengikat dalam perjanjian.  
d. Suatu sebab yang halal 
Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian dari kausa yang 
halal. Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa yg terlarang. 
Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, 
kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu perjanjian apabila tidak memenuhi 
syarat subjektif yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kecakapan 
bertindak pihak-pihkanya, maka perjanjian dapat dibatalkan. Perjanjian yang 
tidak memenuhi syarat objektif, yaitu adanya objek perjanjian dan adanya sebab 
yang halal, maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.29 
Pengertian sebab pada syarat keeempat untuk sahnya perjanjian tiada 
lain daripada isi perjanjian. Jadi dalam hal ini harus dihilangkan salah sangka 
bahwa maksud sebab itu di sini adalah suatu sebab yang menyebabkan 
                                                  
29  Djaja S., Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga, 
Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 95. 
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seseorang membuat perjanjian tersebut. Bukan hal ini yang dimaksud oleh 
undang-undang dengan sebab yang halal. Sesuatu yang menyebabkan seseorang 
membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian 
pada asasnya tidak dihiraukan oleh undang-undang. Undang-undang hanya 
menghiraukan tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi dimaksud dengan 
sebab atau causa dari sesuatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.  
Halal atau yang diperkenankan oleh undang-undang menurut Pasal 1337 
KUH Perdata adalah persetujuan yang tidak bertentangan dengan undang-
undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Akibat hukum terhadap perjanjian 
bercausa tidak halal, perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian itu 
dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut 
pemenuhan perjanjian di muka hakim.  
Syarat sahnya suatu perjanjian dibedakan antara syarat objektif dan 
syarat subjektif, bahwa di dalam syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian 
itu batal demi hukum, yang artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan 
perjanjian. Tujuan yang mengadakan perikatan semula adalah gagal, maka dari 
itu tidak ada suatu alasan bagi pihak untuk menuntut di muka hakim. Syarat 
subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum 
tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan. 
Hal ini yang berhak meminta pembatalan adalah yang merasa dirinya tertipu 
oleh suatu hal.  
Berdasarkan keempat syarat sahnya perjanjian di atas tidak ada diberikan 
suatu formalitas yang tertentu di samping kata sepakat para pihak mengenai hal-
hal pokok perjanjian tersebut. Tetapi ada pengecualiannya terhadap undang-
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undang yang dibutuhkan bahwa formalitas tersebut untuk beberapa perjanjian 
baru dapat berlaku dengan suatu formalitas tertentu yang dinamakan perjanjian 
formal. Misalnya perjanjian perdamaian harus dilakukan secara tertulis. 
B. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit 
1. Pengertian Perjanjian Kredit  
KUH Perdata maupun Undang-undang Perbankan 1998 tidak mengatur 
secara khusus tentang perjanjian kredit. Untuk mengetahui pengertian perjanjian 
kredit dapat diketahui dari pengertian perjanjian dan pengertian kredit. Istilah kredit 
berasal dari bahasa Romawi yaitu credere yang berarti kepercayaan. Oleh karena 
itu maka dasar dari pemberian kredit sebenarnya adalah kepercayaan atau keyakinan 
dari kreditur bahwa debitur pada masa yang akan datang mempunyai kesanggupan 
untuk memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.30 
Istilah kredit ini tidak ditemukan dalam BW tetapi diatur dalam Pasal 1 butir 
(11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana pengertian kredit disebutkan sebagai 
berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan tau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 
dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” 
Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH 
Perdata yang berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam Buku Ketiga tersebut, 
ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada Bab Kedua. Perjanjian 
                                                  
30  Fauzi, Ahmad, Eksistensi Hak Tanggungan dalam Kredit Perbankan, Jurnal Ilmu Hukum. 
Vol. 2, No. 3: Inovatif, 2010, hlm. 89. 
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diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, karena perjanjian merupakan salah satu 
sumber dari perikatan. Sedangkan sumber perikatan yang lain adalah perikatan 
karena undang-undang. 
Pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu 
sebagai suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan tersebut 
menggunakan istilah persetujuan dan bukan perjanjian. Namun dengan kedua istlah 
yang berbeda ini dikiranya tidak perlu dipertentangkan, karena pada dasarnya apa 
yang dimaksudkan adalah sama, yaitu tercapainya kata sepakat dari kedua belah 
pihak.  
Apabila diperhatikan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tampak kurang 
lengkap, karena pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian hanya salah satu 
pihak saja. Padahal yang sering kali dijumpai adalah di dalam perjanjian kedua 
belah pihak saling mengikatkan diri seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, 
tukar-menukar dimana para pihaknya saling mengikatkan diri sehingga keduanya 
mempunyai hak dan kewajiban bertimbal-balik. Seharusnya rumusan perjanjian 
perlu ditambah dengan kata-kata “atau saling mengikatkan diri satu sama lain”.31  
Secara umum dan sederhana kredit berarti hutang (loan) dan hutang adalah 
sesuatu yang kelak harus dibayar kembali kepada yang telah meminjamkannya. 
Kredit berasal dari bahasa Latin credere yang berarti kepercayaan dan dalam bahasa 
Inggris faith atau trust dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur dalam 
hubungan perkreditan dengan debitur, mempunyai kepercayaan bahwa debitur 
                                                  
31  Supramono, G., Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 163. 
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dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat 
mengembalikan kredit yang bersangkutan.32 
Kredit merupakan pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan 
terjadi pada waktu mendatang. Prestasi yang dimaksud adalah uang, maka transaksi 
kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi sebagai koperatif 
antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kredit dalam arti luas didasari oleh 
komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi di masa depan. 
Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian adalah perbuatan 
hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya yang 
menimbulkan hak dan kewajiban.  
Seperti yang diuraikan dalam pembahasan pengertian kredit, bahwa kredit 
erat hubungannya dengan perjanjian karena kredit yang diberikan bank kepada 
nasabahnya didasarkan atas perjanjian yang telah disepakati bersama. Perjanjian 
kredit termasuk perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan nasabahnya 
yang diikuti dengan pemberian bunga. Perjanjian kredit merupakan perjanjian 
pokok yang bersifat konsensuil (pactade contrahendo obligatoir) dan disertai 
kesepakatan atau pemufakatan antara kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman dan 
debitur sebagai pihak penerima pinjaman. Bisaanya yang bertindak sebagai pihak 
pemberi fasilitas kredit adalah bank yang berdasarkan Undang-Undang No. 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank berfungsi sebagai penyalur 
dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. 
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Berdasarkan pengertian perjanjian dan kredit serta pendapat-pendapat di 
atas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-
meminjam uang antara bank dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak 
meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah 
bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Perjanjian kredit mempunyai 
beberapa fungsi diantaranya sebagai perjanjian pokok, sebagai alat bukti mengenai 
batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur, dan sebagai alat 
untuk melakukan monitoring kredit. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian utang 
piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian 
kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit ini 
diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian, memenuhi 
segala kewajibannya dengan baik. 
2. Jenis-Jenis Perjanjian Kredit  
Perjanjian kredit dilihat dari pembuatannya, dapat digolongkan menjadi 2 
(dua) jenis yaitu : 
a. Perjanjian kredit dibawah tangan. Perjanjian kredit di bawah tangan adalah 
perjanjian kredit yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa 
bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain perjanjian di bawah 
tangan adalah perjanjian yang dimasukan oleh para pihak sebagai alat 
pembuktian, tetapi tidak di hadapan pejabat umum pembuat akta. 
b. Perjanjian kredit dengan akta notariil. Akta notarill merupakan akta yang dibuat 
oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-
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Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa “akta notaris adalah 
akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata 
cara yang ditetapkan di dalam undang-undang ini.”33 
Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa tentang 
penggolongan akta otentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu: 
a. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga akta relaas acten, yaitu 
akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat 
notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para 
pihak dilakukan dan dituangkan kedalam bentuk akta notaris. Kebenaran akta 
ini tidak dapat di ganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu. 
b. Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum disebut juga akta partij acten 
atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki 
oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang 
kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh 
kepalsuan akta tersebut. 
Perjanjian kredit menurut Subekti dan Marhainis Abdul Hay pada 
hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam 
KUHPerdata. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mariam Daris Badrulzaman 
bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di KUH Perdata 
Pasal 1754.34 
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KUHPerdata tidak menyebutkan pengertian perjanjian kredit, perjanjian 
dalam KUHPerdata yang mirip dengan perjanjian kredit yaitu perjanjian pinjam-
meminjam yang diatur dalam Buku III Bab XIII Pasal 1754 yang menyebutkan 
bahwa "Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu 
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang habis 
karena pemakaian. Dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan 
mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” 
3. Sistem Pemberian Kredit 
Pemberian kredit merupakan unsur terbesar dari aktiva bank serta 
menentukan maju mundurnya bank dalam menjalankan fungsinya untuk 
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, kredit yang diberikan 
oleh bank sebagian besar tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabahnya. 
Apabila hal itu terjadi, maka akan membawa resiko bagi bank yang akhirnya 
menimbulkan kredit macet. Upaya yang dilakukan bank untuk mencegah terjadinya 
resiko tersebut yaitu dengan memberikaan kredit berdasarkan analisis kredit yang 
memadai. 
Pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan, Pasal 8 ayat 
(1) menyebutkan bahwa “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk 
melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesua i dengan 
yang diperjanjikan”, selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa “bank umum 
wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan rakyat dan pembiayaan 
  
37 
berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetaplan oleh Bank 
Indonesia”.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan dapat diketahui 
jabaran lebih lanjut dari asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip-prinsip kehati-
hatian dalam kaitannya dengan pemberian kredit, yaitu: 
a. mempunyai keyakinan berdasarkan analis is yang mendalam atas itikad dan 
kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau 
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.  
b. memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.35 
Bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan terhadap calon 
debiturnya bahwa kredit yang diberikan akan kembali sesuai dengan yang 
diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka bank sebelum 
memberikan kredit harus melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip yang 
dikenal dengan sebutan the five C credit analysis atau prinsip 5C, yang meliputi: 
a. Penilaian watak/kepribadian (character) 
Penilaian watak atau karakter atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk 
mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau 
mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di 
kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan 
yang telah terjalin anatara bank dan (calon) debitur atau informasi yang 
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diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian, dan perilaku 
calon debitur dalam kehidupan keseharianya. 
b. Penilaian kapasitas/kemampuan (capacity). Bank harus meneliti tentang 
keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan materialnya, 
sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-
orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu 
mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Kalau kemampuan 
bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian 
juga jika trend bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga 
semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan bia 
ya, sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran 
kredit, maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin 
membaik. 
c. Penilaian terhadap modal (capital). Bank harus melakukan analisis terhadap 
posisi keuangan secara menyuluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, 
sehingga dapat diketahui kemampuan pemodalan calon debitur dalam 
menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. 
Dalam praktik selama ini, bank jarang sekali memberikan kredit untuk 
membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan 
modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. 
Bank fungsinya hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit 
dari pokoknya. 
d. Penilaian terhadap agunan (collateral). Untuk menanggung pembayaran kredit 
macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya wajib 
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menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah 
dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang 
diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan 
tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, 
maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau 
pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa. 
e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (condition of economy). Bank 
harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan diluar negeri, baik masa lalu 
maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran daari hasil proyek 
atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.36 
C. Tinjauan tentang Jaminan Kredit  
1. Pengertian Jaminan  
Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid 
atau cautie. Zekerheid atau cautie mencangkup secara umum cara-cara kreditur 
menjamin dipenuinya tagihannya, disamping pertanggung jawab debitur terhadap 
barang-barangnya.37 Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditur 
untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang 
dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. 
Kata “jaminan” dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai dalam 
Pasal 1131 KUH Perdata dan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, 
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namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud 
dengan jaminan. Meskipun demikian dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa 
jaminan erat hubungannya dengan masalah utang. Biasanya dalam perjanjian 
pinjam-meminjam uang, pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan 
jaminan berupa sejumlah harta kekayaan untuk kepentingan pelunasan utang, 
apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak 
melunasinya.38  
2. Macam-Macam Jaminan  
Ada dua sumber hukum, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Untuk 
sumber hukum tertulis, Negara Indonesia masih memakai KUH Perdata dan 
perundang-undangan lainnya. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis berupa 
hukum kebisaaan, namun sekarang sudah ditinggalkan. Dari sejumlah peraturanya 
di dalam KUH Perdata dapat disimpulkan terdapat dua macam jaminan, yaitu 
jaminan umum dan jaminan khusus.39  
a. Jaminan Umum 
Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang 
menyebutkan “Segala barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak milik 
debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan unuk 
perikatan-perikatan perorangan debitur itu”. Rumusan ketentuan tersebut 
terlihat bersifat umum karena objek yang dapat menjadi jaminan utang dapat 
berupa apa saja, baik yang ada sekarang maupun yang aka nada di kemudian 
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hari. Kreditur dan debitur cukup bersifat pasif, tidak perlu ada komunikasi 
secara lansung yang bertimbl balik untuk bersepakat membuat perjanjian 
jaminan.40  
Tidak adanya pengikatan secara khusus dan meliputi seluruh harta 
kekayaan debitur, maka jaminan kredit yang timbul karena undang-undang ini 
juga menjadi jaminan bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya. Jadi, 
bila terhadap harta kekayaan debitur dilakukan penjualan. Hasil daripada 
penjualan tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan (proposional) sesuai 
besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sa bagi 
kreditur tertentu untuk didahulukan pelunasan piutangnya (Pasal 1132 KUH 
Perdata). Kedudukan debitur satu sama lainnya terhadap harta kekayaan 
seseorang debitur yang demikian itu lazim disebut concurrent atau saling 
bersaing.41  
b. Jaminan Khusus 
Jaminan yang timbul karena perjanjian. Secara yuridis baru timbul 
karena adanya suatu perjanjian antara bank dengan pemilik agunan atau barang 
jaminan, atau antara bank dengan orang pihak ketiga yang menanggung utang 
debitur. Jaminan ini dapat dibedakan antara jaminan yang bersifat perorangan 
dan bersifat kebendan.42  
1) Jaminan perseorangan atau dalam istilah hukum disebut person-lijke 
zekerheid.  
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Jaminan perseorangan menimbulkan hak-hak persorangan, sehingga 
terdapat hubungan hukum secara khusus antara kreditur dan orang yang 
menjamin pelunasan utang debitur (penjamin).43 Jaminan perseorangan 
secara tegas juga diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata, penanggungan 
adalah suatu perjanjian dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan si 
berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang 
manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Adapun Pasal 1821 KUH 
Perdata menyatakan bahwa tiada penanggungan jika tidak ada suatu 
perikatan pokok yang sah. 
Berdasarkan Pasal 1844 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jika 
beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang 
berpiutang yang sama, maka si penanggung yang telah melunasi utangnya, 
begitu pulaapabila si berutang telah dinyatakan pailit, mempunyai hak untuk 
menuntut kembali dari para penanggung lainnya masing-masing untuk 
bagiannya. Jaminan perorangan merupakan selalu suatu perjanjian antara 
seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga yang menjamin 
dipenuhinya kewajiban-kewajiban siberutang (debitur). Ia bahkan dapat 
diadakan diluar (tanpa) pengetahuan siberutang tersebut  
2) Jaminan Kebendaan atau dalam istilah hukum disebut zakelijke zekerheid. 
Jaminan ini merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu, berupa 
bagian dari harta kekayaan debitur atau penjamin, sehingga memberikan 
kedudukan preference (diutamakan) kepada kreditur daripada kreditur 
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lainnya atas benda tersebut. Jadi jika debitur wanprestasi (kredit macet), ada 
benda yang secara khusus untuk dijual oleh kreditur agar dapat melunasi 
hutang tersebut. Demikian juga ketika terjadi kepailitan, benda tersebut yang 
akan dijual untuk memenuhi utang debitur.44 Jaminan kebendaan 
mempunyai ciri-ciri: 
  
a) Mempunyai hubungan antara benda tertentu dari debitur 
b) Dapat dipertahankan kepada siapapun 
c) Selalu mengikuti bendanya 
d) Dapat dialihkan.45  
3. Jaminan Kredit  
Masalah jaminan dalam praktik perbankan ini sangat penting artinya 
terutama yang berhubungan dengan kredit yang dilepas kepada nasabahnya. 
Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
dinyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk 
melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang 
diperjanjikan. 
Pasal tersebut mengemukakan bahwa berdasarkan analisis yang mendalam 
atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi 
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utangnya atau mengembalikan pembiayaan tersebut sesuai yang diperjanjikan itulah 
yang diartikan sebagai Jaminan Kredit. Untuk memperoleh keyakinan, sebelum 
memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian analisis terhadap watak, 
kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.  
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa agunan itu hanya 
salah satu unsur dari jaminan kredit. Bahkan dijelaskan pula bahwa bila berdasarkan 
unsur-unsur yang lain Bank telah memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur 
untuk mengembalikan utangnya, agunan yang diserahkan hanya dapat berupa 
barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.46 
Fungsi dari jaminan kredit adalah:  
a. Dalam hal orang yang berutang (debitur) tidak dapat melakukan kewajibannya 
atau melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat mengambil kembali uang 
yang telah dipinjamkan kepada debitur, dengan menjual barang yang telah 
dijaminkan sehingga dengan demikian ia mendapat kepastian tentang 
kembalinya uang yang telah dipinjamkan kepada debitur. 
b. Dengan mengadakan perjanjian jaminan kredit, maka kreditur mempunyai 
kedudukan konkuren terhadap kreditur-kreditur lainnya. Bahkan apabila ada 
kreditur-kreditur konkuren lain, pemegang gadai/hipotik berdasarkan pasal 
1131 Ayat 1 dan Pasal 1134 BW tetap mempunyai hak untuk didahulukan.47 
Adapun bunyi Pasal 1131 Ayat 1 adalah “Hak untuk didahulukan diantara 
orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, gadai dan hipotik”. Sedangkan 
bunyi Pasal 1132 Ayat 2 adalah “gadai dan hipotik lebih tinggi daripada hak 
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istimewa kecuali dalam hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.” 
Menurut Gatot Supramono, kegunaan jaminan kredit bagi kepentingan kreditur 
dijelaskan bahwa benda jaminan bukan untuk dimiliki kreditur karena perjanjian 
utang-piutang bukan perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik 
atas suatu benda. Benda jaminan dipergunakan untuk melunasi utang dengan cara 
sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu benda jaminan 
dijual lelang. Hasilnya untuk melunasi utang dan apabila masih ada sisanya 
dikembalikan kepada debitur.48 
Dari uraian di atas dapat diketaui bahwa fungsi/kegunaan dari jaminan kredit 
pada dasarnya adalah sebagai pelunasan hutang debitur apabila dalam waktu yang 
sudah diperjanjikan mengalami kemacetan pembayaran utang. Bank seharusnya 
melakukan penilaian terhadap setiap jaminan kredit yang diajukan oleh pemohon 
kredit kepadanya. Bila jaminan kredit tersebut termasuk dalam kelompok jenis-jenis 
jaminan kredit yang dapat dipertimbangkan bank sesuai dengan peraturan intern 
bank, maka dalam analisis kredit perlu ditegaskan wujudnya, jaminan kredit yang 
mempunyai sifat kebendaan (jaminan kebendaan) dapat berupa barang tidak 
bergerak (misalnya tanah, rumah, gedung, gudang, rumah toko/ruko dan 
sebagainya) atau dapat berupa barang bergerak (misalnya mobil, bus, alat-alat 
perkantorsn, alat-alat perlengkapan rumah tangga, barang perhiasan, dan 
sebagainya).49  
Pembagian benda jaminan kredit dapat diketahui dari Pasal 1131 KUH 
Perdata yang berbunyi “segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun 
                                                  
48  Supramono, G., Op Cit., hlm. 64. 
49  Untung, Budi, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Andi, 2011, hlm. 25. 
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yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian 
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Pasal 504 KUH 
Perdata membagi semua kebendaan kedalam 2 (dua) kelompok yaitu kebendaan 
bergerak dan kebendaan tidak bergerak. Masing-masing kebendaan tersebut 
selanjutnya dibagi lagi atas kebendaan berwujud dan kebendaan yang tidak 
berwujud. 
D. Tinjauan Tentang Hak Tanggungan  
1. Pengertian Hak Tanggungan  
Hak Tanggungan pelaksanaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 4 
Tahun 1966 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-Benda Yang 
Berkaitan Dengan Tanah atau lebih dikenal dengan Undang-undang Hak 
Tanggungan (UUHT), yang mulai diberlakukan tanggal 9 April 1996. Dasar 
pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1966 adalah: 
a. Dibutuhkannya penyediaan dana yang cukup besar dalam rangka meningkatkan 
pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi.  
b. Diperlukannya lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian 
hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong 
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. 
c. Ketentuan mengenai hipotek, sepanjang mengenai tanah dan ketentuan 
mengenai credietverband dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan 
kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata ekonomi 
Indonesia. 
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Undang-Undang Hak Tanggungan menggantikan hak hipotik yang diatur 
dalam Buku II KUH Perdata Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232, sepanjang 
mengatur mengenai hipotik atas tanah serta benda-benda yang berhubungan dengan 
tanah dan mencabut ketentuan tentang Creditverband yang diatur dalam Koninklijk 
Besluit (KB) tanggal 6 Juli 1908 No.50 (Staatsblad 1908 No. 542 diubah dengan 
Staatsblad 1937 No. 190 ). 
Definisi Hak Tanggungan dapat ditemukan di Pasal 1 angka (1) di dalam 
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, yaitu Hak Tanggungan atas tanah beserta 
benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak 
Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan 
satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan 
kedudukanyang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. 
Sejak berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan pada 1996 tentang 
tanah beserta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah istilah hipotek menjadi 
Hak Tanggungan. Pada saat itu, seluruh Akta Surat Kuasa memasang Hipotek yang 
sudah ada harus ditindaklanjuti menjadi Hak Tanggungan dan didaftarkan lansung 
ke kantor pertanahan, walaupun debitur yang bersangkutan masih dalam kondisi 
baik dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang berlaku. 
Setiap UUHT diberlakukan, setiap debitur yang menjaminkan tanah dan/atau 
bangunannya kepada kreditur (baik bank maupun bukan bank) sebagai jaminan 
pelunasan fasilitas kredit yang diterimanya diwajibkan untuk menandatangani Akta 
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau Akta Pemberian Hak 
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Tanggungan (APHT), yang akan dilanjutkan dengan pendaftaran Hak Tanggungan 
tersebut pada kantor pertanahan tempat tanah tersebut didaftarkan.50  
Jadi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan ini 
dimungkinkan adanya tanah dan bangunan, ataupun tanaman atau hasil karya yang 
terdapat diatas tanah itu untuk dijaminkan terpisah dari tanahnya. Hal ini terjadi 
apabila kepemilikan antara tanah dan bangunan, tanaman atau hasil karya tersebut 
tidak dimiliki oleh satu orang.51 Kesimpulan secara jelas mengenai apa itu Hak 
Tanggungan adalah suatu hak kebendaan yang harus dibuat dengan akta otentik dan 
didaftarkan serta bersifat assessoir dan eksekutorial, yang diberikan oleh debitur 
kepada kreditur sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya yang berobjekan 
tanah dengan atau tanpa segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut, yang 
memberikan hak prioritas bagi pemegangnya untuk mendapat pembayaran utang 
terlebih dahulu daripada kreditur lainnya meskipun tidak harus yang mendapat 
pertama, yang dapat dieksekusi melalui pelelangan umum atau bawah tangan atas 
tagihan-tagihan dari kreditur pemegang hak tanggungan, dan yang mengikuti benda 
objek jaminan ke manapun objek hak tanggungan tersebut dialihkan.52  
2. Objek Hak Tanggungan 
Obyek Hak Tanggungan adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 jo 
dengan Pasal 27 UUHT adalah: 
a. Obyek-obyek Hak Tanggungan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Pokok 
Agraria yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan;  
                                                  
50  Purnamasari, I.D., Op Cit., hlm. 40. 
51  Sutedi, A., Op Cit., hlm. 50. 
52  Fuady, M., Hukum Jaminan Utang, Jakarta: Erlangga, 2013, hlm. 69. 
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b. Obyek-obyek Hak Tanggungan yang ditunjuk oleh Undang-Undang No. 16 
Tahun 1985 tentang Rumah Susun:  
1) Rumah Susun yang berdiri diatas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan 
Hak Pakai yang diberikan oleh negara dan;  
2) Hak Milik atas satuan Rumah Susun yang bangunannya berdiri di atas tanah 
hak-hak tersebut di atas.  
c. Obyek-obyek Hak Tanggungan yang ditunjuk oleh UUHT: Hak pakai atas tanah 
negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut 
sifatnya dapat dipindahtangankan.  
Pendaftaran objek Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 17 UUHT 
dilakukan di Kantor Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten setempat. Lembaga 
pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam UUPA jo. PP No. 10 Tahun 1960 lebih 
tepat dinamakan sebagai stelsel campuran, yakni antara stelsel negatif dan stelsel 
positif. Artinya, pendaftaran tanah memberikan perlindungan kepada pemilik yang 
berhak (stelsel negatif) dan menjamin dengan sempurna bahwa nama yang terdaftar 
dalam buku pemilik yang berhak (stelsel positif). Berdasarkan ketentuan Pasal 17 
UUHT, tidaklah berlebihan apabila lembaga pendaftaran tanah menurut UUHT juga 
menganut stelsel campuran.53  
Menurut Devita Purnamasari, sebagai jaminan pemenuhan kewajiban 
debitur kepada bank, Hak Tanggungan punya ciri dan sifat khusus yaitu: 
                                                  
53  Saragih, Fenni Ciptani, Tinjauan Yuridis Hak Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Pertama 
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a. Hak Tanggungan bersifat memberikan Hak Preference (droit de preference) 
atau kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu daripada kreditur 
lainnya. 
b. Hak Tanggungan mengikuti tempat benda berada (droit the suite). 
c. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi, kecuali telah diperjanjikan sebelumnya. 
d. Hak Tanggungan dapat digunakan untuk meminjam utang yang sudah ada atau 
yang akan ada. 
e. Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial. 
f. Hak Tanggungan memiliki sifat spesialitas dan publisitas.54  
3. Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan 
Ada dua pihak di dalam suatu perjanjian Hak Tanggungan yang 
mengikatkan diri yaitu sebagai berikut:  
a. Pemberi Hak Tanggungan, yaitu orang atau pihak yang menjaminkan objek Hak 
Tanggungan. 
b. Pemegang Hak Tanggungan, yaitu orang atau pihak yang menerima Hak 
Tanggungan sebagai jaminan dari piutang yang diberikan.55  
Menurut Pasal 8 UUHT pemberi Hak Tanggungan adalah orang perorangan 
atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan 
hukum terhadap objek Hak Tanggungan. Kewenangan untuk melakukan perbuatan 
hukum terhadap objek Hak Tanggungan harus ada pada pemberi Hak Tanggungan 
pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.  
                                                  
54  Purnamasari, I.D., Op Cit., hlm. 41. 
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51 
Pemberi Hak Tanggungan bisa debitur sendiri apabila obyek Hak 
Tanggungan adalah milik debitur sendiri. Akan tetapi bisa juga pihak ketiga apabila 
pihak ketiga yang bersangkutan menjamin hutang debitur dengan objek Hak 
Tanggungan miliknya. Kreditur tidak bisa menagih hutang debitur kepada pihak 
ketiga selaku penjamin hutang, namun bisa menjual benda jaminan milik pihak 
ketiga apabila debitur wanprestasi. Menurut Pasal 9 UUHT pemegang Hak 
Tanggungan adalah orang-perorangan atau badan hukum yang berkedudukan 
sebagai pihak yang berpiutang.  
4. Eksekusi Hak Tanggungan 
Pengertian eksekusi dalam perkara perdata tidak diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. Untuk itu pengertian eksekusi harus dicari di luar peraturan 
perundang-undangan yang ada. Pengertian eksekusi menurut beberapa sarjana 
hukum belum ada kesamaan pandangan. Pengertian eksekusi menurut R. Subekti 
dikatakan bahwa “eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak 
yang dikalahkan tidak mau menaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu 
harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Sejalan dengan 
pendapat tersebut adalah pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan 
“Pelaksanaan putusan/eksekusi ialah realisasi dari kewajiban pihak yang 
bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.56  
Pengaturan eksekusi jaminan dalam bentuk hak tanggungan, diatur dalam 
Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (2) j.o. Pasal 20 ayat (1) a. Undang-undang Hak 
Tanggungan. Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan berbunyi “Apabila debitur 
                                                  
56  Mertokusumo, S., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 206. 
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cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual 
objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan 
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. 
Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan menyatakan dengan 
tegas bahwa “Sertifikat hak tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata DEMI 
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’. Pasal 20 
ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan berbunyi sebagai berikut: Apabila 
debitur cidera janji, maka berdasarkan:  
a. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau 
b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),Objek hak tanggungan dijual melalui 
pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan 
dengan hak mendahulu daripada kreditur-kreditur lainnya. 
Berdasar rumusan pasal-pasal di atas dapat diketahui bahwa eksekusi 
terhadap objek jaminan hak tanggungan dilakukan dengan penjualan dimuka umum 
dengan berdasarkan: 
a. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sesuai Pasal 14 
ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan.  
b. Hak kreditur untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri sesuai 
Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan. 
Pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan berbunyi “Janji yang 
memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek 
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hak tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi hukum”. Rumusan tersebut 
diketahui bahwa dalam jaminan hak tanggungan, pemegang hak tanggungan 
dilarang untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jaminan 
kebendaan baik jaminan gadai, fidusia, hipotik maupun hak tanggungan, 
pelaksanaan eksekusi terhadap benda objek jaminannya pada umumnya dilakukan 
dengan penjualan melalui pelelangan umum sesuai ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku dan pemegang hak jaminan kebendaan pada prinsipnya dilarang untuk 
memiliki benda jaminan karena kegunaan benda jaminan adalah untuk menjamin 
pelunasan hutang debitur. 
E. Tinjauan Tentang Lelang  
1. Pengertian Lelang 
Pengertian lelang (penjualan dimuka umum) diatur dalam Pasal 1 Vendu 
Reglement S.1908 No.189, bahwa lelang adalah penjualan barang-barang yang 
dilakukan di depan umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun 
atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang 
diundang atau sebelumnya diberitahukan mengenai lelang atau penjualan itu, atau 
diijinkan untuk ikut serta, dan diberikan kesempatan untuk menawar harga dalam 
sampul tertutup.57  
Pengertian lelang secara umum adalah penjualan di muka umum yang 
dipimpin oleh pejabat lelang dengan penawaran harga secara terbuka atau lisan, 
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tertutup atau secara tertulis. Lelang dilakukan dengan pengumuman lelang serta 
dilakukan pada saat dan tempat yanng telah ditentukan. Pasal 1 angka (1) Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 
dan disempurnakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang memberikan pengertian lelang adalah 
penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis 
dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga 
tertinggi, didahului dengan pengumuman lelang.  
Pasal 1 angka (4), (5), dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
27/PMK.06/2016 mengklasifikasi lelang menjadi : 
a. Lelang Eksekusi, adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan 
pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau 
melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 
b. Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang 
yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. 
c. Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, 
perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. 
Dasar hukum pelaksanaan lelang dilihat dari sejarah hukumnya diatur dalam 
Peraturan Lelang (Vendu Reglament) staatsblad 1908 (Stb.1908) nomor 189 yang 
kemudian dirubah dengan Stb.1940 nomor 56 yang merujuk pada Pasal 200 ayat (1) 
HIR. Pasal 200 ayat (1) HIR berisi ketentuan: Penjualan barang yang disita 
dilakukan dengan bantuan kantor lelang, atau menurut keadaan yang akan 
dipertimbangkan Ketua, oleh orang yang melaksanakan penyitaan itu atau orang 
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lain yang cakap dan dapat dipercaya,yang ditunjuk oleh Ketua untuk itu dan berdiam 
di tempat di mana penjualan itu harus dilakukan atau di dekat tempat itu. Peraturan 
yang menjadi dasar hukum lelang adalah: 
a. Peraturan Lelang (Vendu Reglement ) Stbl. 1908 No. 189  
b. Instruksi Lelang (Vendu Instructie) Stbl. 1908 No. 190  
c. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis 
PNBP yang Berlaku pada Kemenkeu  
d. Peraturan Pelaksanaannya:  
1) Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan No.106/PMK.06/2013 
2) Peraturan Menteri Keuangan No.174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang 
Kelas I sebagaimana telah diubah dengan PMK No.158/PMK.06/2013  
3) Peraturan Menteri Keuangan No.175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang 
Kelas II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 
159/PMK.06/2013. 
4) Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 
160/PMK.06/2013 
5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Lelang. 
6) Perdirjen Kekayaan Negara No. 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Lelang.  
Perundang-undangan lain yang terkait : 
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a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. 
b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok 
Agraria  
c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg) dan KUH Acara 
Pidana  
d. Undang-Undang Perbankan, dan lain-lain. 
Pejabat Lelang (Vendumeester) yaitu orang yang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan 
barang secara lelang (Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
27/PMK.06/2016). Pejabat Lelang dibagi 2 (dua), yaitu:  
a. Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara, yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang 
Noneksekusi Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela.  
b. Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang 
melaksanakan Lelang Non Eksekusi sukarela.  
2. Pembatalan Risalah Lelang  
Menurut Pasal 35 Vendu Reglement mengatakan “Tiap penjualan di muka 
umum oleh juru lelang atau kuasanya dibuat berita acara tersendiri yang bentuknya 
ditetapkan seperti dimaksud dalam Pasal 37, 38 dan 39 VR”. Menurut Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 27/PMK/06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 
Pasal 1 angka 35: “Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang 
dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan 
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pembuktian sempurna.” Maka berdasarkan pengertian tersebut, risalah lelang 
merupakan suatu akta otentik.  
Akta authentik mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. 
Mengikat artinya bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercaya 
oleh hakim yaitu dianggap sebagai sesuatu yang benar, selama ketidak benarannya 
tidak dibuktikan. Sedangkan yang dimaksud dengan sempurna artinya bahwa 
dengan bukti akta authentik itu, sudah cukup untuk membuktikan sesuatu peristiwa 
atau hak tanpa perlu penambahan pembuktian dengan alat-alat bukti lain. Dengan 
kata lain bahwa risalah lelang tidak dapat dibatalkan. 
Mengenai pesyaratan pembtalan Risalah lelang Putusan Mahkamah Agung 
RI No. 1068K/Pdt/2008, tertanggal 21 Januari 2009 tersebut diputuskan oleh hakim 
agung, menjelaskan bahwa:  
a. Pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang 
telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dibatalkan;  
b. Pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan 
Risalah lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum 
tetap adalah pembeli lelang beritikad baik oleh karena itu harus dilindungi;  
c. Apabila dikemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang 
berkekuatan hukum tetap dan menyatakan putusan yang berkekuatan hukum 
tetap tersebut tidak mengikat, maka putusan itu tidak bisa dipalai sebagau alas 
am untuk membatalkan lelang, yang dilakukan adalah menuntut ganti rugi atas 
obyek sengketa dari pemohon lelang.  
Makhamah Agung menegaskan (Judex Facti), perlu adanya perlindungan 
hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik. Bila dikemudian hari terjadi 
pelanggaran hak pemegang alas hak yang sah, pada prinsipnya telah ada mekanisme 
perlawanan eksekusi yang diatur dalam Pasal 195 HIR/206 RBg pada saat eksekusi 
dilakukan. Namun, apabila hal itu diketahui belakangan, yaitu ketika proses 
eksekusi telah dilaksanakan dengan sempurna, maka menurut Mahkamah Agung 
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alat pemulihan haknya adalah mekanisme gugatan ganti rugi terhadap pemohon 
lelang (Bank/kreditur), bukan terhadap pembeli lelang tersebut. 
59 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Perjanjian Kredit  
Pelaksanaan lelang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan terdapat pula 
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Lelang. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang, 
serta mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, 
akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum, dilakukan penyempumaan 
ketentuan mengenai lelang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pelaksanaan lelang 
tersebut memuat: 
a. Pemandu Lelang terdapat dalam Pasal 63, antara lain: 
1) Dalam pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang dapat dibantu oleh Pemandu 
Lelang. 
2) Pemandu Lelang dapat berasal dari Pegawai DJKN atau dari luar pegawai 
DJKN. 
Pemandu Lelang yang berasal dari Pegawai DJKN harus sehat jasmani 
dan rohani, pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang 
sederajat, dan lulus Diklat Pemandu Lelang atau memiliki kemampuan dan 
cakap untuk memandu lelang, dan mendapat surat tugas dari Pejabat yang 
berwenang. Pemandu Lelang yang berasal dari luar DJKN wajib sehat jasmani 
dan rohani, pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang 
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sederajat, dan memiliki kemampuan dan cakap untuk memandu lelang. 
Pemandu Lelang diberitahukan secara tertulis oleh Penjual atau Balai Lelang 
kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II paling lambat 3 (tiga) hari 
ker ja sebelum pelaksanaan lelang. 
b. Penawaran Lelang, diatur dalam Pasal 64, antara lain:  
1) Penawaran Lelang dilakukan dengan cara:  
a. lisan, semakin meningkat atau semakin menurun;  
b. tertulis; atau  
c. tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belu:m 
mencapai Nilai Limit .  
2) Penawaran lelang secara tertulis dilakukan :  
a. dengan kehadiran Peserta Lelang; atau  
b. tanpa kehadiran Peserta Lelang.  
3) Penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang dilakukan:  
a. melalui surat elektronik (email);  
b. melalui surat tromol pos; atau  
c. melalui internet baik cara terbuka (open bidding) maupun cara tertutup 
(closed bidding).  
4) Penawaran lelang sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dilaksanakan 
secara bersamaan dalam 1 (satu) pelaksanaan lelang. 
Setiap Peserta Lelang harus melakukan penawaran paling sedikit sama 
dengan Nilai Limit dalam hal lelang dengan Nilai Limit diumumkan. Penawaran 
yang telah disampaikan oleh Peserta Lelang kepada Pejabat Lelang tidak dapat 
diubah atau dibatalkan oleh Peserta Lelang, kecuali pada lelang dengan 
penawaran cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara 
tertutup (closed bidding) yang dilakukan sebelum penayangan Kepala Risalah 
Lelang. 
c. Bea Lelang, diatur dalam Pasal 72 dan 73. 
Pasal 72 menyebutkan bahwa Setiap pelaksanaan lelang dikenakan Bea 
Lelang sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan. 
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Kemudian dalam Pasal 73 disebutkan bahwa pembatalan terhadap rencana 
pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pen jual dikenakan Bea Lelang Batal 
Atas Permintaan Penjual sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai 
jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pa jak yang berlaku pada Kementerian 
Keuangan, kecuali lelang Barang Milik Negara/Daerah. Bea Lelang Batal Atas 
Permintaan Penjual tersebut dibayar oleh Penjual. Bea Lelang Batal tidak 
dikenakan terhadap pembatalan lelang dengan penetapan atau putusan dari 
lembaga peradilan atau pembatalan oleh Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (1) , Pasal 30, dan Pasal 31. 
d. Pembeli, diatur dalam Pasal 74 dan 78. 
Pasal 74: 
1) Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau 
melampaui Nilai Limit sebagai Pembeli, dalam pelaksanaan lelang yang 
menggunakan Nilai Limit.  
2) Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi sebagai Pembeli dalam 
pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela yang tidak menggunakan Nilai 
Limit.  
3) Dalam hal terdapat Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi 
yang sama melalui surat elektronik (email) atau internet (secara closed 
bidding), Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya 
diterima lebih dulu sebagai Pembeli.  
4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dalam 
pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela berupa barang bergerak, Pejabat 
Lelang dapat mengesahkan penawar tertinggi yang tidak mencapai Nilai 
Limit sebagai Pembeli, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pemilik 
Barang. 
Pembeli dilarang mengambil atau menguasai barang yang dibelinya 
sebelum memenuhi Kewa jiban Pembayaran Lelang dan pajak atau pungutan 
sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 75). Peserta Lelang 
yang bertindak untuk orang lain atau badan hukum atau badan usaha harus 
menyampaikan surat kuasa yang bermeterai cukup kepada Pejabat Lelang 
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dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) /Surat Izin Mengemudi 
(SIM) /Paspor pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan aslinya. 
Penerima kuasa dilarang menerima lebih dari satu kuasa untuk barang yang 
sama (Pasal 76). 
Pihak-pihak yang dilarang menjadi Peserta Lelang diatur dalam Pasal 77 
ayat (1), adalah:  
1) Pejabat Lelang dan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah 
derajat pertama;  
2) Suami atau istri serta saudara sekandung Pejabat Lelang;  
3) Pejabat Penjual;  
4) Pemandu Lelang;  
5) Hakim;  
6) Jaksa;  
7) Panitera;  
8) Juru Sita;  
9) Pengacara atau Advokat;  
10) Notaris;  
11) Pejabat Pembuat Akta Tanah;  
12) Penilai;  
13) Pegawai DJKN;  
14) Pegawai Balai Lelang; dan  
15) Pegawai Kantor Pejabat Lelang Kelas II, yang terkait langsung dengan 
proses lelang.  
Selain pihak- pihak yang dimaksud di atas, pada pelaksanaan Lelang 
Eksekusi, pihak tereksekusi/debitor/tergugat/terpidana yang terkait dengan 
lelang dilarang menjadi Peserta Lelang . Pasal 78 menyebutkan bahwa Bank 
sebagai kreditor dapat membeli agunannya melalui lelang, dengan ketentuan 
menyampaikan surat pernyataan dalam bentuk Akte Notaris, bahwa pembelian 
tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka 
waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang, sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal jangka waktu 
tersebut telah terlampaui, bank ditetapkan sebagai Pembeli. 
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e. Pembayaran dan Penyetoran (Pasal 79-83) 
Pelunasan pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang harus dilakukan 
secara tunai (cash) atau cek atau giro paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. Penyetoran Hasil Bersih Lelang atas lelang Barang Milik 
Negara/Daerah dan barang-barang yang sesuai peraturan pe:rundang-undangan 
harus disetor ke Kas Negara/Daerah, dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja 
setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL. Daiam hal 
Hasil Bersih Lelang tersebut disetorkan atau diserahkan ke Penjual atas 
permintaan Penjual, penyetoran atau penyerahan ke Penjual dilakukan paling 
lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara 
Penerimaan KPKNL, untuk selanjutnya wajib disetor secepatnya ke Kas Negara 
oleh Penjual.  
Penyetoran Bea Lelang dan Pajak Penghasilan (PPh) ke Kas Negara 
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara 
Penerimaan KPKNL atau Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II. Hasil 
Bersih Lelang selain lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor 
ke Penjual paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh 
Bendahara Penerimaan KPKNL atau Balai Lelang atau Pe jabat Lelang Kelas 
II. Apabila Pembeli tidak melunasi Pembayaran Lelang tersebut pada hari kerja 
berikutnya, Pejabat Lelang harus membatalkan pengesahannya sebagai Pembeli 
dengan membuat Pernyataan Pembatalan 
f. Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang (Pasal 84) 
Penjual menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang, 
Pejabat Lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/ atau barang 
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yang dilelang kepada Pembeli, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli 
menunjukkan kuitansi atau tanda bukti pelunasan pembayaran, dan 
menyerahkan bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) jika barang yang dilelang berupa tanah dan atau bangunan.  
Jika Penjual tidak menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada 
Pejabat Lelang, Penjual harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau 
barang yang dilelang kepada Pembeli, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah 
Pembeli menunjukkan kuitansi atau tanda bukti pelunasan pembayaran, dan 
menyerahkan bukti setor BPHTB jika barang yang dilelang berupa tanah dan 
atau bangunan . 
Pemberian Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UUHT yang 
berbunyi bahwa Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk 
memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang 
dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian hutang-
piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang 
tersebut. Berdasarkan pasal tersebut Hak Tanggungan dapat terjadi apabila 
sebelumnya Hak Tanggungan tersebut telah diperjanjikan di dalam perjanjian 
hutang-piutang (perjanjian kredit) yang menjadi dasar pemberian utang (kredit). 
Jadi hak tanggungan merupakan hak yang bersifat accesoir sehingga 
terjadinya mengikuti perjanjian pokoknya. Penjelasan Pasal 10 UUHT dijelaskan 
bahwa sesuai dengan sifat accessoir dari hak tanggungan, pemberiannya haruslah 
merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan 
hubungan hukum hutang-piutang yang dijamin pelunasannya. Perjanjian yang 
menimbulkan hubungan hutang-piutang ini dapat dibuat dengan akta di bawah 
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tangan atau harus dibuat dengan akta otentik, bergantung pada ketentuan hukum 
yang mengatur materi perjanjian itu.  
Kasus perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Tgl. bermula pada bulan Maret 
2011 Para Penggugat telah mengajukan pinjaman kredit kepada Tergugat I sebesar 
Rp3.000.000.000,- yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp1.000.000.000,- kemudian oleh 
Tergugat I Perjanjian kredit diperbaharui pada tanggal 14 Maret 2011 danTergugat 
I telah mencairkan fasilitas kredit lokal kepada Para Penggugat sebesar Rp 
2.000.000.000,- sebagaimana dalam Perjanjian Kredit No. 045/ADD/Tgl/2014 
tanggal 4 Februari 2014. 
Terhadap kredit tersebut Para Penggugat memberikan jaminan kepada 
Tergugat I berupa Sertifikat Hak Milik No. 551/Padaharja seluas + 3.905 m² terletak 
di Desa Padaharja RT 03 RW 03 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi 
Jawa Tengah tertulis atas nama Lukman Hakim (Pengugat I) oleh Tergugat I telah 
dibebani hak tanggungan: 
1. Sertifikat Hak Tanggungan No.1734/2011 peringkat pertama yang diterbitkan 
oleh Turut Tergugat II tertanggal 18 Mei 2011 jo. Akte Pemberian Tanggungan 
No. 240/IV/2011 tanggal 1 April 2011 diterbitkan dan dibuat di hadapan Abu 
Sairi, S.H., Notaris/PPATKabupaten Tegal (Turut Tergugat I);  
2. Sertifikat Hak Tanggungan No. 3237/2011 peringkat kedua yang diterbitkan 
oleh Turut Tergugat II tertanggal 15 September 2011 jo. Akte Pemberian Hak 
Tanggungan No. 652/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 diterbitkan dan dibuat 
di hadapan Abu Sairi, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Tegal (Turut Tergugat I); 
3. Sertifikat Hak Tanggungan No. 533/2014 peringkat ketiga yang diterbitkan oleh 
Turut Tergugat II tertanggal 27 Februari 2014 jo. Akte Pemberian Hak 
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Tanggungan No. 58/II/2014 tanggal 4Februari 2014 diterbitkan dan dibuat di 
hadapan Abu Sairi, S.H., Notaris/PPATKabupaten Tegal (Turut Tergugat I). 
Pada tanggal 12 Desember 2017 Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat II 
dengan kerjasama dengan Tergugat III yang bertindak sebagai Penjual atas nama 
Tergugat I meminta pada Tergugat VI untuk melaksanakan lelang terhadap Objek 
Perkara milik Para Penggugat yang ditentukan oleh Tergugat III atas nama Tergugat 
I dan Tergugat II dan disetujui oleh Tergugat VI dengan harga limit Objek Perkara 
sebesar Rp 1.533.040.000,-. Kemudian Tergugat VI pada tanggal 12 Desember 
2017 telah melaksanakan lelang terhadap sebidang tanah dan diatasnya bangunan 
rumah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 551/Padaharja seluas +3.905 m² terletak di 
Desa Padaharja RT 03 RW 03 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa 
Tengah tertulis atas nama Lukman Hakim (Penguggat I) yang merupakan jaminan 
kredit dari Para Penggugat kepada Tergugat I dan setelah dilaksanakan lelang 
olehTergugat VI berdasarkan risalah lelang No. 633/41/2017 tanggal 12 Desember 
2017 pukul 11.00 WIB pemenang lelang adalah Tergugat IV dengan harga limit Rp 
1.533.040.000,-. 
Isi dokumen Risalah Lelang dapat diketahui bahwa yang bertindak sebagai 
Penjual atas objek Lelang adalah Tergugat III dan Pembelinya atau pemenang 
Lelang adalah Tergugat IV, dan lelang dilaksanakan oleh Tergugat VI. Setelah 
membaca secara baik dan teliti Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Tergugat VI, 
ternyataTergugat IV sebagai Pembeli barang Lelang adalah bertindak untuk dan atas 
nama Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa No. 318/ST/ DIR/2017 tanggal 06 
September 2017, tetapi kemudian yang memohon dilakukannya eksekusi 
pengosongan atas objek lelang adalah Tjahyo Saputro Wiguno (Tergugat V). 
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Atas permintaan Tergugat III yang bertindak atas namaTergugat I dan 
Tergugat II dimana Pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh Tergugat VI dan telah 
berhasil menjual objek lelang yang dibeli oleh Tergugat IV adalah cacat juridis 
karena ternyata Penjual dan pembeli adalah pihak yang sama dan Tergugat IV 
sebagai Pembeli selaku pemenang lelang adalah bertindak untuk dan atas nama PT. 
BCA Tbk (Tergugat I) karenanya jualbeli objek lelang jauh dibawah harga pasar 
dan sama sekali tidak menyelesaikan masalah, karena jumlah kewajiban hutang 
yang harus dibayar oleh Para Penggugat kepada Tergugat I tidak tercukupi, 
seharusnya lelang barang agunan adalah menjadi penyelesaian akhir hutang debitur 
dan oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa 
lelang yang dilakukan oleh Tergugat VI adalah merupakan tindakan pura-pura atau 
permainan semata dari para Tergugat dan mengandung cacat juridis baik secara 
formal maupun materil. 
Penggugat I adalah debitur dari Tergugat I yang telah memperoleh fasilitas 
kredit berupa Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak 
melebihi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Berdasarkan Perjanjian Kredit 
No. 022/99/KRED/TGL/11 tertanggal 14 Maret 2011 yang dibuat secara di bawah 
tangan dan telah beberapa kali diperbaharui, terakhir dengan Perubahan Perjanjian 
Kredit No. 045/ADD/TGL/14 tertanggal 04 Februari 2014 (selanjutnya disebut 
“Perjanjian Kredit”). Untuk menjamin fasilitas kredit yang telah diberikan oleh 
Tergugat I, Penggugat I telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat I sebagaimana 
yang dimaksud sebgai obyek sengketa yang telah dibebani Hak Tanggungan atas 
nama Tergugat I. 
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Fakta yang terjadi Penggugat I selaku debitur telah menunggak kewajiban 
pembayaran angsuran kredit, sehingga kemudian Tergugat I telah berulang kali 
berupaya mengingatkan Pengugat I agar melakukan pembayaran atas tunggakan 
angsuran, baik secara lisan maupun tertulis, sebagaimana Surat Peringatan kepada 
PENGGUGATI sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:  
1. Surat Nomor 2138/SP/TGL/2014 tanggal 05 Desember 2014 perihal Peringatan 
I (Pertama) 
2. Surat Nomor 0006/SP/TGL/2015 tanggal 05 Januari 2015 perihal Peringatan II 
(Kedua) 
3. Surat Nomor 0187/SP/TGL/2015 tanggal 02 Februari 2015 perihal Peringatan 
III (Ketiga) 
Meskipun Tergugat I telah menyampaikan Surat Peringatan sebanyak tiga 
kali, faktanya Penggugat I tetap tidak berupaya untuk memenuhi kewajibannya 
melakukan pembayaran angsuran kredit. Mengingat Penggugat I selaku debitur 
telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya (Wanprestasi) sebagaimana Pasal 14 
Perjanjian Kredit tentang Kejadian Kelalaian dan menyebabkan kredit menjadi 
macet, maka Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan berwenang untuk 
melakukan lelang eksekusi terhadap Objek Sengketa. 
Lelang eksekusi atas Objek Sengketa telah dilaksanakan pada tanggal 12 
Desember 2017 atas permintaan Sdr. Tjia Irawan (Tergugat II) yang bertindak 
dalam jabatannya untuk dan atas nama Tergugat I. Sdr. Yulianus Abert (Tergugat 
III) berdasarkan Surat Penunjukan Penjual Lelang tanggal 09 Agustus 2017 
bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Tergugat I melaksanakan 
penjualan atas Objek Sengketa secara lelang. Objek Sengketa dibeli oleh PT. BCA 
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Tbk (Tergugat I) yang diwakili oleh karyawannya yang bernama Artati 
Mulianingsih S.E (Tergugat IV) dengan harga sebesar Rp. 1.533.040.000,00 sesuai 
Salinan Risalah Lelang Nomor 633/41/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang 
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal (Tergugat 
VI). 
Pembeli/pemenang lelang berdasarkan Akta Pernyataan Pembelian Untuk 
Pihak Lain Nomor: 05 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris 
Lokyanto Hoetomo, S.H., M.Kn. dan Risalah Lelang No. 633/41/2017 tanggal 12 
Desember 2017 maka berikutnya Tergugat I telah menunjuk Tjahyo Saputro 
Wiguno (Tergugat V) sebagai pembeli lelang berdasarkan Surat Pengantar dan 
Pernyataan tertanggal 7 Februari 2018. 8. Dengan demikian berdasarkan hal-hal 
tersebut di atas, maka terbukti bahwa PT. BCA Tbk (Tergugat I) adalah kreditur 
pemegang hak tanggungan yang beritikad baik, Penggugat I (debitur) terbukti telah 
melakukan wanprestasi. Atas wanprestasi yang dilakukan Penggugat I, maka 
KPKNL Tegal (Tergugat VI) atas permohonan Tergugat II yang bertindak untuk 
dan atas nama PT. BCA Tbk (Tergugat I) telah melaksanakan Lelang Eksekusi atas 
Agunan guna penyelesaian/pelunasan kredit Penggugat I. Tindakan PT. BCA Tbk 
(Tergugat I) melakukan eksekusi lelang terhadap agunan adalah tindakan yang sah 
sesuai proses dan ketentuan hukum yang berlaku. 
Analisis penulis bahwa oleh karena Penggugat I telah melakukan 
wanprestasi untuk membayar utangnya, maka selaku pemegang hak tanggungan 
Tergugat I (PT. BCA Tbk) berhak untuk melakukan lelang atas objek sengketa 
untuk mendapatkan pelunasan atas utang Penggugat I. Tindakan PT. BCA Tbk 
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dalam hal ini Tergugat I tersebut dilakukan berdasarkan dengan Perjanjian Kredit 
dan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan: 
Pasal 14.4 Perjanjian Kredit  
“Jika utang menjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.3 Perjanjian 
Kredit, maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditor untuk 
memperoleh pengembalian utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap 
Debitor dan/atau harta kekayaanya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan/ 
eksekusi hak-hak BCA terhadap agunan dan/ atau Penjamin berdasarkan dokumen 
Agunan serta Akta Pemberian Jaminan” 
Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
menyebutkan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan 
pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan 
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 
penjualan tersebut. Kemudian dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 
1996 tentang Hak Tanggungan disebutkan bahwa apabila debitur cidera janji, maka 
berdasarkan: 
a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau 
b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dapat dijual melalui 
pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan 
dengan mendahulu daripada kreditor-kreditor lainnya. 
Terhadap dalil Para Penggugat yang intinya mempermasalahkan bahwa 
pada lelang eksekusi yang dilakukan atas permohonan PT. BCA Tbk (Tergugat I), 
objek lelang telah dibeli oleh Tergugat IV (dalam hal ini adalah selaku kuasa dari 
PT. BCA Tbk atau Tergugat I untuk membeli lelang), namun yang mengajukan 
pengosongan atas objek lelang adalah Tjahyo Saputra Wiguno (Tergugat V). 
Kedudukan hukum PT. BCA Tbk selaku kreditur pemegang hak tanggungan, 
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debitur telah wanprestasi, maka secara hukum berdasarkan ketentuan hukum yang 
berlaku, PT. BCA Tbk selaku kreditur pemegang hak tanggungan berhak untuk 
membeli atau mengambil alih atas agunan/jaminan milik debitur melalui lelang atau 
dikenal dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), untuk kemudian dapat dijual 
kembali kepada pihak lain. Adapun pembelian barang agunan oleh bank melalui 
lelang eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 12A 
Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan, 
yang menyatakan bahwa Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, 
baik melalui pelelanganmaupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara 
sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang 
dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya 
kepada bank , dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan 
secepatnya. 
Pembelian objek lelang pada lelang pada tanggal 12 Desember 2017 tersebut 
dilakukan oleh PT. BCA Tbk (untuk pembelian tersebut telah mengkuasakan 
kepada Tergugat IV) dilakukan dengan menyertakan Akta Pernyataan Pembelian 
Untuk Pihak Lain Nomor: 05 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dihadapan 
Notaris Lokyanto Hoetomo, S.H., M.Kn. Oleh karena itu PT. BCA Tbk selaku 
pembeli lelang dapat menunjuk pihak lain sebagai pembeli lelang, sesuai ketentuan 
Pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016yang 
menyatakan bahwa “Bank sebagai kreditor dapat membeli agunannya melalui 
lelang, dengan ketentuan menyampaikan surat pernyataan dalam bentuk Akte 
Notaris, bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk 
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kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan 
lelang, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. 
Lelang yang telah dilaksanakan adalah sah dan berkekuatan hukum secara 
hukum sehingga tidak dapat dibatalkan, karena telah dilaksanakan sesuai Peraturan 
Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, di 
mana dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa ”Lelang yang telah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”. Buku II Mahkamah Agung 
tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan edisi 2007 halaman 100 
juga secara tegas telah disebutkan bahwa “Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.”  
Berdasarkan substansi bukti-bukti tertulis yang dimajukan oleh Tergugat I, 
II, II, IV yaitu bukti: Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor: 022/99/KRED/TGL/11 
tanggal 14 Maret 2011 Nomor Rekening: 0990235678, Fotocopy Perubahan 
Perjanjian Kredit Nomor: 232/ADD/TGL/11 tanggal 19 Agustus 2011 Nomor 
Rekening: 0990235678, Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredti Nomor: 
100/ADD/TGL/12 tanggal 10 April 2012 Nomor Rekening: 0990235678, Fotocopy 
Perubahan Perjanjian Kredti Nomor: 077/ADD/TGL/13 tanggal 20 Maret 2013 
Nomor Rekening: 0990235678, dan Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredti Nomor: 
045/ADD/TGL/14 tanggal 4 Februari 2014 Nomor Rekening: 0990235678 
dihubungkan dengan adanya bukti Fotocopy Surat Nomor 2138/SP/TGL/2014 
tanggal 5 Desember 2014 Perihal: Peringatan I (Pertama), Fotocopy Surat Nomor 
0006/SP/TGL/2015 tanggal 5 Januari 2015 Perihal: Peringatan II (Kedua), 
Fotocopy Surat Nomor 0187SP/TGL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Perihal: 
Peringatan III (ketiga) dari Kantor Cabang Utama Tegal PT.BCA Tbk yang 
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ditujukan kepada Lukman Hakim Desa Padaharja RT 03 RW 03 Kel. Padaharja 
Kec. Kramat Kab.Tegal.  
Berdasarkan bukti tersebut para Penggugat telah beberapa kali diberikan 
Surat Peringatan oleh Tergugat I tentu adalah merupakan bukti bahwa Tergugat I 
telah memberikan toleransi batas waktu yang cukup kepada para penggugat agar 
dapat berusaha membayar hutang-hutangnya. Oleh karena Penggugat tidak 
merespon surat peringatan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 jo Pasal 
20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, 
Tergugat I selaku kreditor adalah diberi hak untuk menjual objek Hak Tanggungan 
atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan Umum serta mengambil pelunasan 
piutangnya dari hasil penjualan tersebut.  
Dengan demkian dengan dilaksanakannya lelang eksekusi jaminan hak 
tanggungan dalam perjanjian kredit dengan kreditur Bank Central Asia pada Perkara 
Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Tgl. sudah dilaksanakan dengan secara baik dengan 
bukti Fotocopy Risalah Lelang Nomor 633/41/2017 tanggal 12 Desember 2017 
yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang: Mohammad Ibrahim, S.E., sesuai dengan 
peraturan yang berlaku dan tidak dapat dibatalkan. 
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B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pelaksanaan Lelang 
Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Perjanjian Kredit Pada Perkara Nomor 
16/Pdt.G/2019/ PN.Tgl.  
Sejalan dengan tuntutan para Penggugat yaitu menghendaki agar Pengadilan 
Menyatakan bahwa pelaksanaan Lelang atas objek tanah milik para Penggugat yang 
dilakukan oleh Tergugat VI pada tanggal 12 Desember 2017 terhadap sebidang 
tanah dan diatasnya bangunan rumah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 551/ Padaharja 
seluas +3.095 m² yang terletak di Desa Padaharja RT 03 RW 03 Kecamatan Kramat 
Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah tertulis atas nama Lukman Hakim 
(Penggugat I) yang merupakan jaminan kredit dari Para Penggugat kepada Tergugat 
I dan telah dilaksanakan lelang oleh Tergugat VI berdasarkan risalah lelang No. 
633/41/2017 tanggal 12 Desember 2017 adalah cacat juridis dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan 
dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi 
para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi 
dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan 
cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan 
dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.58 
Dasar pertimbangan hakim yang menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi 
atas objek sengketa pada Perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/ PN.Tgl. adalah sah 
                                                  
58 Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2004, hlm. 140. 
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menurut hukum dan tidak bisa dimintakan pembatalan sejalan dengan ketentuan 
Pasal 163 HIR Jo pasal 283 RBgJo Pasal 1865 KUH Perdata berlaku asas actori 
incumbit probatio yang berarti bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak 
maka diwajibkan untuk membuktikannya dengan alat bukti yang sah dan demikian 
sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain secara hukum wajib untuk 
membuktikan dalil-dalil bantahannya.  
Dalil posita gugatan dihubungkan dengan jawaban para Tergugat dan alat 
bukti yang dimajukan oleh para pihak berperkara serta adanya hasil pemeriksaan 
setempat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
1. Tanah objek sengketa adalah sebidang tanah dan diatasnya ada bangunan, 
bidang tanah tersebut seluas ± 3095 m² dengan Sertipikat Hak Milik No. 
551/Padaharja, Gambar Situasi No. 740/1980 tanggal 25 Juni 1980, menurut 
sertipikat tanggal 23 Oktober 1996, terletak di Propinsi Jawa Tengah, 
Kabupaten Tegal, Kecamatan Kramat, Desa Padaharja. 
2. Hubungan hukum antara para Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat I 
selaku Kreditur adalah terikat di dalam Perjanjian Kredit.  
3. Atas tanah Objek Sengketa telah dibebani Hak Tanggungan untuk dan atas nama 
Tergugat I. 
4. Para Penggugat selaku Debitur telah diberi Surat Peringatan I (Pertama) oleh 
Tergugat I selaku Kreditur agar para Penggugat selaku debitur dapat melunasi 
kewajiban hutangnya sejumlah Rp 2.098.002.472,47, dan ditindak lanjuti 
dengan Surat Peringatan II (Kedua) akan tetapi Para Penggugat selaku Debitur 
sama sekali tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melunasi 
hutangnya kepada Tergugat I.  
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5. Para Penggugat selaku debitur tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar 
hutangnya, sehingga Tergugat I telah meminta appraiser melakukan penilaian 
property terhadap tanah objek sengketa yang menjadi Jaminan hutang Para 
Penggugat kepada Tergugat I yaitu laporan penilaian property yang dibuat oleh 
Kantor Toton Suharto & Rekan Bussiness & Propety Valuaer. 
6. Berpijak kepada substansi laporan penilaian property yang dibuat oleh Kantor 
Toton Suharto & Rekan Bussiness & Property Valuaer, Tergugat I telah 
menindak lanjutinya dengan Surat Nomor: 0994/KWII/2017 tanggal 9 Agustus 
2017 perihal: Permohonan Lelang dan Permohonan Pengantar SKPT dari PT. 
Bank Central Asia,Tbk Kanwil II Semarang yang ditanda tangani oleh Tjia 
Irawan KPOW II yang ditujukan kepada KPKNL Tegal. 
7. Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi tanggal 9 Nopember 2017 Tergugat I 
telah memberitahukan rencana pelaksanaan Lelang UMUM atas tanah objek 
perkara kepada Para Penggugat. 
8. Sebelum Lelang Umum dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2017 yaitu 
Risalah Lelang Nomor 633/41/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang 
dikeluarkan oleh Pejabat Lelang: Mohammad Ibrahim, S.E, Tergugat VI adalah 
terlebih dahulu melaksanakan Pengumuman I (Pertama) dan Pengumuman II 
(kedua) yaitu Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah objek perkara, 
dengan nilai limit Rp 1.533.040.000,00 dan besar Uang Jaminan Penawaran 
Lelang sejumlah Rp 400.000.000,00. 
9. Surat Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat VI, telah membuktikan bahwa 
Tergugat I telah memberitahukan bahwa Tergugat V adalah sebagai pemenang 
Lelang atas tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya Sertipikat Hak 
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Milik No. 551/Padaharjaseluas ± 3095 m², terletak di Propinsi Jawa Tengah, 
Kabupaten Tegal, Kecamatan Kramat, Desa Padaharja yang tertulis atas nama 
Lukman Hakim. 
10. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Slw dan 
Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 24/Pdt.2019/PT. SMG 
ternyata para Penggugat telah pernah mengajukan gugatan perdata perihal 
pokok perkara yang sama dengan substansi perkara aquo dan dalam amar 
putusannya telah dinyatakan bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan tidak 
dapat diterima. 
Adanya petitum gugatan para penggugat yang memohon agar dapat 
dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), sejalan dengan 
ketentuan Pasal 5 UU Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), 
maka hakim wajib menjalankan tugasnya untuk senantiasa menggali, mengikuti, 
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Pertimbangan hakim selanjutnya yaitu dengan memperhitungkan tenggang 
waktu lahirnya Surat Peringatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dihubungkan 
dengan adanya Permohonan Lelang dan Pengantar SKPT dari PT.Bank Central 
Asia,Tbk Kanwil II Semarang (Tergugat I) kepada KPKNL(Tergugat VI) dimana 
baru kemudian dilaksanakan pada tahun 2017 tentu masa waktu selama kurang lebih 
2 (dua) tahun tersebut adalah dipandang sebagai batas waktu yang patut dan cukup 
memberi toleransi kepada para Penggugat agar dapat melaksanakan kewajiban 
pelunasan hutangnya kepada Tergugat I akan tetapi ternyata para Penggugat juga 
tidak menunjukkan itikad baik, dan Para Penggugat juga tidak dapat memberi bukti 
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yang kuat dan otentik bahwa ketidak mampuan dirinya untuk membayar pelunasan 
hutangnya sebagai akibat dari keadaan-keadaan yang berada diluar kemampuannya. 
Sesuai substansi bukti-bukti tertulis yang dimajukan oleh Tergugat I, II, II, 
IV dimana para Penggugat telah beberapa kali diberikan Surat Peringatan oleh 
Tergugat I tentu adalah merupakan bukti bahwa Tergugat I telah memberikan 
toleransi batas waktu yang cukup kepada para penggugat agar dapat berusaha 
membayar hutang-hutangnya, sehingga dari dan oleh karena itu sesuai dengan 
ketentuan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan, Tergugat I selaku kreditor adalah diberi hak untuk 
menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan Umum 
serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, sebagaimana 
telah dilaksanakan oleh Tergugat VI. Dengan demikian Pelaksanaan pelelangan 
umum secara baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak dapat dibatalkan. 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dasar dasar 
pertimbangan hakim yang menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi atas objek 
sengketa pada Perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/ PN.Tgl. adalah sah menurut hukum 
dan tidak bisa dimintakan pembatalan yaitu dengan merujuk pada ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:  
1. Pasal 163 HIR Jo pasal 283 RBgJo Pasal 1865 KUH Perdata berlaku asas actori 
incumbit probatio yang berarti bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai suatu 
hak maka diwajibkan untuk membuktikannya dengan alat bukti yang sah dan 
demikian sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain secara hukum wajib 
untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. 
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2. Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman), hakim wajib menjalankan tugasnya untuk senantiasa menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat. 
3. Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan, Tergugat I selaku kreditor adalah diberi hak untuk menjual objek 
Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan Umum serta 
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. 
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BAB IV 
PENUTUP  
 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III, maka dapat 
penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan lelang eksekusi jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit 
dengan kreditur Bank Central Asia pada Perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/ PN.Tgl. 
sudah dilaksanakan dengan secara baik dengan Risalah Lelang Nomor 
633/41/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang: 
Mohammad Ibrahim, S.E., sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak dapat 
dibatalkan. 
2. Dasar pertimbangan hakim yang menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi atas 
objek sengketa pada Perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Tgl. adalah sah menurut 
hukum dan tidak bisa dimintakan pembatalan, yaitu Pasal 163 HIR Jo pasal 283 
RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), dan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang 
dapat disampaikan penulis sebagai berikut: 
1. Perlunya kreditur memilih Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan 
Negeri agar setiap pengikatan kredit yang dijamin Sertifikat Hak Tanggungan 
  
81 
yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan Putusan Pengadilan tidak 
menimbulkan persoalan hukum baru. 
2. Pengumuman lelang yang relatif cepat dan kurangnya sarana pengumuman 
lelang sehingga sering terjadi dalam pelaksanaan lelang tidak adanya peserta 
lelang. Maka disarankan dalam melakukan pengumuman lelang harus secara 
gencar sehingga khalayak ramai dapat mengetahuinya. Diharapkan pihak 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dalam 
meneliti dokumen permohonan harus secara benar dan tepat, dan melakukan 
peninjauan terhadap Debitur sebelum dilakukannya pelaksanaan lelang eksekusi 
agar menghindari adanya gugatan dari pihak ketiga. Disarankan pula adanya 
pengawasan terhadap obyek lelang sehingga apabila obyek tersebut laku tidak 
terdapat permasalahan baru dikarenakan Debitur masih menempati obyek 
tersebut 
3. Agar terhindar dari sengketa terkait hak tanggungan yang belum terpasang tetapi 
akan dilakukan lelang, maka PPAT yang ditunjuk oleh Bank, berperan dalam 
membuat dan menerbitkan akta peralihan hak atas tanah dan akta lain seperti 
APHT harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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